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ABSTRAK 
Arif Mutamakhin, “Tafsir MUI Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Digunakan 
Sebagai Dalil Dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 Terkait Pandemi Coronavirus 
Disease 2019”. 
Covid-19 merubah tata cara manusia menjalani kehidupan, baik pada level 
individu maupun pada level sosial. Tata cara tersebut meliputi berbagai aspek 
kehidupan, termasuk pilar ekonomi dan agama, dua pilar yang pada konteks 
masyarakat Indonesia, telah memunculkan berbagai diskursus. Para ahli di bidang 
kesehatan telah mengupayakan langkah preventif dan solutif guna mengatasi 
pandemi, namun sebelum solusi fixed ditemukan, berbagai ahli di bidang lain turut 
menurunkan gagasan pendukung pihak medis.   
Tingginya kasus penularan tidak kurang disumbang oleh mobilitas 
masyarakat yang cukup tinggi, dan berimbas lebih buruk pada wilayah padat 
penduduk, seperti kota-kota besar. Karena itu demi mencegah kondisi tidak 
terkendali, ibadah-ibadah umat beragama pada tempat ibadah umum diimbau untuk 
dikurangi. MUI sebagai lembaga yang cukup otoritatif dalam menjawab problem 
keagamaan, memberikan beberapa fatwa terkait bentuk-bentuk ibadah yang sesuai 
dengan protokol kesehatan. Fatwa no 31 tahun 2020 adalah salah satu fatwa yang 
mengharuskan umat muslim beribadah dengan menerapkan physical distancing, 
memakai masker, dan, jika memang mendesak, boleh salat Jumat dua kali di satu 
masjid. Fatwa tersebut secara epistemik memiliki landasan-landasan teks turath, 
termasuk yang paling penting adalah dalil Alquran. 
Berkaitan dengan landasan Alquran sebagai penetapan fatwa itulah, 
penelitian ini berpijak, untuk melihat secara analitis bagaimana korelasi antar 
landasan Alquran dengan fatwa yang ditetapkan. Riset ini menggunakan metode 
tahlili, untuk melihat secara komprehensif makna-makna Alquran, dengan 
menghadirkan eksplorasi tafsir-tafsir otoritatif. Delapan ayat Alquran yang dijadikan 
dalil fatwa memiliki penafsiran yang cukup relevan secara konseptual dengan fatwa 
MUI. Surah Al-Jumu’ah: 9 dan Al-Baqarah secara mutlaq menunjukkan kewajiban 
salat Jumat. Surah Al-Nisa’: 102 menunjukkan fleksibelitas bentuk ibadah. Surah 
Al-Hajj: 77 menganjurkan berbuat baik pada Allah dan manusia. Surah Al-Baqarah 
195 berisi anjuran tidak mencelakakan diri sendiri. Surah Al-Baqarah: 185, Al-Hajj: 
78, Al-Thagabun: 16 gamblang berisi kemudahan beragama. Dari berbagai tafsir 
tersebut, analisis implementasi menunjukkan bahwa ayat tersebut sesuai dengan 
fatwa yang dikeluarkan, meliputi tiga poin: pertama, kewajiban salat Jumat (Al-
Jumuu’ah: 9; Al-Baqarah 43). Kedua, fleksibelitas bentuk ibadah, seperti 
pelonggaran saf dan memakai masker, bakan salat Jumat sift. Hal tersebut didukung 
dengan maksud kemaslahatan bersama (Al-Hajj: 77). Ketiga, kemudahan dalam 
beragama, dalil ini sebagai legitimasi lebih lanjut untuk merumuskan bentuk-bentuk 
ibadah yang tidak seperti ketentuan awal syariat (Al-Baqarah: 185; Al-Hajj: 78; Al-
Taghabun: 16). 
Kata Kunci: Covid-19, Fatwa MUI 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia dilanda pandemi Covid-
19 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai kegiatan ekonomi maupun sektor 
lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Covid-19 sendiri adalah penyakit baru yang 
diakibatkan oleh coronavirus jenis baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada 
manusia.  
Kasus Covid-19 ini sendiri pertama dilaporkan terjadi di China tepatnya di 
Wuhan, Provinsi Hubei di pasar ikan kota tersebut pada 18 Desember 2019. 
Berselang beberapa pekan, jumlah kasus melonjak secara drastic dengan 
dilaporkannya 44 kasus pada 3 Januari 2020. kurang dari satu bulan, wabah penyakit 
ini telah menular ke hamper semua provinsi lainnya di negara China dan beberapa 
negara di sekitarnya seperti negara Jepang, Korea Selatan dan Thailand.1 
Menurut Bender, Covid-19 adalah jenis penyakit yang diakibatkan oleh 
virus baru yang diturunkan oleh keluarga virus yang sama dengan Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) dan berbagai jenis virus flu lainnya. Gejala yang 
disebabkan Covid-19 yaitu demam, batuk-batuk dan sesak nafas. Namun dalam 
kondisi yang paling parah, infeksi dari virus ini dapat menyebabkan radang paru-
paru dan gangguan pernafasan.2 
 
1 Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, dalam Jurnal Penyakit 
dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, (2020), 45. 
2 Lisa Bender, Pesan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sekolah (New 
York: UNICEF, 2020), 2. 
    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  
2 
 
Pada awalnya, penyakit ini dinamakan sebagai 2019 novel Coronavirus 
(2019-nCoV), dan kemudian WHO mengumumkan pada tanggal 11 Februari 2020 
nama baru untuk virus tersebut yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sedangkan untuk nama dari penyakitnya adalah 
Coronavirus Disease (Covid-19).3 
Covid-19 adalah penyakit yang sangat cepat penularannya. Tercatat hingga 
saat ini berdasarkan data real time yang diupdate situs resmi WHO per tanggal 18 
Januari tahun 2021, jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi sejumlah 93.611.355 
kasus dengan angka yang meninggal sebesar 2.022.405  jiwa yang tersebar di 223 
negara di seluruh dunia.4 Sedangkan di Indonesia sendiri jumlah pasien yang 
dilaporkan positif terinfeksi oleh Covid-19 berdasarkan situs resmi Gusus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 per tanggal 18 Januari 2021 tercatat sebanyak 
917.015 kasus yang dinyatakan positif dan sebanyak 26.282 jiwa dilaporkan 
meninggal dunia.5 Data tersebut tentu sangat mengkhawatirkan semua pihak karena 
Covid-19 tidak mengenal usia, jenis kelamin, ras, suku, kalangan ataupun status 
sosial seseorang, tetapi virus tersebut dapat menyerang siapapun. Keberadaan virus 
corona yang dapat menyebar dengan cepat ini, menyebabkan pemerintahan di 
berbagai belahan dunia menerapkan aturan lockdown dan social distancing di mana 
semua orang diharuskan untuk bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. 
 
3 World Health Organization, Naming the Coronavirus Disease (COVID-19) and the Virus that Cause 
it, www.who.int (diakses tanggal 12 Januari, 2021). 
4 World Health Organization., www.Covid19.who.int. (diakses tanggal 18 Januari, 2021). 
5 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, www.Covid19.go.id. (diakses tanggal 18 Januari, 
2021). 
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Sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-
4, “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, maka pemerintah Indonesia 
berkewajiban memberikan solusi dan kebijakan jitu dalam menghadapi pandemi ini. 
Pemerintah diharuskan memberikan bantuan berupa pemberian dana bantuan sosial 
(bansos) kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari adanya pandemi 
ini dikarenakan tidak dapat lagi melakukan kegiatan perekonomian untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Disisi lain, pemerintah juga diharuskan membuat kebijakan-
kebijakan lain seperti aturan larangan mengadakan kegiatan yang menyebabkan 
kerumunan, lock down, work from home (WFH) serta kebijakan beribadah dan 
bersekolah dari rumah dalam rangka mencegah penularan virus Covid ini kepada 
orang lain. 
Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, 
Indonesia memiliki suatu wadah organisasi yang menjadi acuan formal terkait 
dengan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan ibadah, yakni Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). MUI sendiri merupakan  Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
menjadi wadah para ulama,  dan para cendekiawan Islam yang ada di Indonesia 
untuk membimbing, mengarahkan,  membina dan mengayomi Umat Islam di 
Indonesia. MUI sendiri didirikan tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah/26 Juli 1975 di 
Jakarta, Indonesia.6 
Terkait dengan permasalahan pandemi Covid-19 yang tengah melanda 
seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada tanggal 4 Juni 2020, MUI 
 
6 Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/sejarah-mui/. (diakses tanggal 27 Maret, 2021). 
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mengeluarkan fatwa ini, MUI menerapkan ketentuan untuk merenggangkan saf 
ketika melaksanakan shalat berjamaah untuk mencegah penyebaran wabah Covid-
19. Merenggangkan saf dalam shalat berjamaah menurut fatwa MUI ini hukumnya 
boleh karena ada hajat syar’iyyah. Demikian juga halnya untuk shalat jum’at. 
Namun, ketika terjadi kendala tidak cukupnya masjid menampung Jemaah shalat 
jum’at akibat kebijakan physical distancing ini, maka shalat dapat dilaksanakan di 
tempat yang lebih luas seperti lapangan maupun stadion.  
Selanjutnya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan masker dalam 
shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 ini hukumnya sah dan boleh karena 
terdapat hajat syar’iyyah di dalamnya, yakni menghindari penularan virus Covid-19. 
Penggunaan masker ini sendiri juga sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh 
pemerintah Indonesia berdasarkan saran dari para pakar kesehatan dunia. Hal ini 
terkait dengan keberadaan coronavirus itu sendiri yang menyerang saluran 
pernafasan manusia salah satunya melalui batuk maupun bersin seseorang. 
Pedoman MUI  dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah ayat Al-Quran, 
hadis Rasulullah SAW, atsar para sahabat dan qaidah fiqhiyyah. Tetapi di dalam 
penelitian ini Penulis hanya membahas tentang tafsir dari ayat-ayat Al-Quran 
tersebut. Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai dalil dalam Fatwa 
MUI No. 31 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. 













ْوِم ال وِة ِمْن يَّ
ٰ













 ( ٩: 62) الجمعة/  ٩ٰذِلك




“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk 
melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah 
dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.” 7 











 ( ٤٣: 2) البقرة/  ٤٣الرهِكِعْيَن َوا
“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang 
yang rukuk.”8 
Nabi Muhammad sendiri telah memberikan pedoman kepada umat Islam 
terkait dengan permasalahan penyakit menular sebagaimana yang tertuang dalam 
hadis: 
 وفر من اجملذوم كما تفر من االسد )رواه البخارى(
“Hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti kamu menghindar dari 
seekor singa.” (H.R Bukhari). 
Hadis di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa kita diharuskan 
menghindari orang-orang yang memiliki penyakit menular.9 
 
7 Alquran dan Terjemahannya, 62:9 
8 Alquran dan Terjemahannya, 2:43 
9 Husnul Hakim, “Epidemi dalam Alquran, (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i Dengan Corak Ilmi”, 
dalam  KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. 17, No. 1, 
(2018), 114-115. 
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Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji bagaimana Penafsiran Para Mufassir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang 
digunakan sebagai dalil tersebut, untuk mengetahui keterkaitan ayat-ayat tersebut 
dengan pandemi covid-19, serta mempelajari asbabun nuzul-nya. Oleh sebab itu 
Penelitian ini berjudul: “Tafsir MUI Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang 
Digunakan Sebagai Dalil Dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 Terkait Pandemi 
Coronavirus Disease 2019”. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifikasi masalah yang berhubungan dengan Judul ari penel;itian ini, 
diantaranya adalah : 
1. Siapakah MUI. 
2. Pengertian Covid-19 
3. Upaya MUI untk mencegah penularan Covid-19 
4. Ayat -ayat Al-Qur’an yang digunakan MUI dalam Fatwa No. 31 tahhun 2020 
5. Tafsir dari ayat-ayat Al-qur’an yang digunakan oleh MUI sebagai dalil dalam 
Fatwa No. 31 tahun 2021 
6. Implementasi ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan oleh MUI sebagai dalil dalam 
Fatwa No. 31 tahun 2021 
Kemudian Penulis hanya membatasi dua permasalahan saja yang akan 
dibahas dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana Tafsir dari ayat-ayat Al-qur’an yang digunakan oleh MUI sebagai 
dalil dalam Fatwa No. 31 tahun 2021 ? 
2. Bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut ? 
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C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Tafsir MUI terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai 
dalil dalam fatwa MUI No. 31 tahun 2020 ? 
3. Bagaimana Implementasi dari Ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai dalil 
dalam fatwa MUI No. 31 tahun 2020 ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui Penafsiran tentang Ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan 
sebagai dalil dalam fatwa MUI No. 31 tahun 2020. 
2. Untuk memahami Implementasi dari Ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan 
sebagai dalil dalam fatwa MUI No. 31 tahun 2020. 
 
E. Kajian Pustaka  
Ada beberapa literatur dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti lain sebagai bahan rujukan atau kerangka berpikir di dalam penyusunan 
penelitian ini, anatar lain yaitu : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mursyid, seorang dosen di IIQ Jakarta, dengan 
judul penelitiannya “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI)”. Dalam penelitiannya, Ali Mursyid menjabarkan secara umum 
terkait dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI berkenaan dengan 
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pandemi yakni fatwa Nomor 14, 17, 18, 23, 38 dan fatwa MUI Nomor 31 Tahun 
2020 serta tafsir terhadap ayat-ayat yang dijadikan landasan dari fatwa tersebut. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eman Supriatna, seorang dosen di Sekolah Tinggi 
Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mutiara Banten, dengan judul 
“Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam”. Dalam 
penelitiannya, Eman Supriatna menjelaskan mengenai Covid-19 serta 
pencegahannya dalam pandangan Islam. 
Maka berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada maupun yang belum 
ditemukan adanya skripsi dengan judul yang sama dengan milik penulis yaitu Tafsir 
Terhadap Ayat-Ayat Al-Quran yang Digunakan Sebagai Dalil dalam Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia Terkait Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, dimana kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan 
pada data, kemudian data tersebut dipilah dan menjadi satuan yang kemudian 
dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan sesuatu yang penting, dan 
memutuskan. 
Menurut McDrury, tahapan dalam analisis data kualitatif terbagi menjadi 
empat tahapan, yaitu : 
a. Membaca dan mempelajari berbagai data, kemudian menandai kata kunci, 
serta gagasan yang ada di dalam sebuah data. 
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b. Mempelajari kata kunci, dan berusaha mendapatkan tema yang berasal dari 
data. 
c. Menulis model yang akan ditentukan. 
d. Koding yang ditentukan. 
Selain itu, peneliti juga menggunakan metode library research, yaitu usaha 
untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran menggunakan 
metode ilmiah, dengan memanfaatkan refrensi yang ada di perpustakaan. 
2. Sumber data 
Objek utama di dalam penelitian ini yaitu Ayat-ayat Al-Qur’an di dalam 
fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020. 
Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan 
sekunder, 
a. Sumber data Primer 
Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber utamanya, yang 
merupakan data pokok dalam menggali dan meneliti masalah yang berkitan 
dengan permasalahan ini. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian 
ini adalah Al-Qur’an dan kitab-kitab Tafsir. 
b. Sumber data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berkitan dengan 
pembahasan, baik teori maupun metode. Sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah buku-buku literatur, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang 
berhubungan dengan Covid-19 
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3. Teknik Pengumpulan data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar, untuk 
memperoleh validitas data yang dibutuhkan. Ada beberapa macam tehnik 
pengumpulan data, dan salah satunya adalah dokumentasi. Di dalam teknik 
dokumentasi ini, penulis menyelidiki sesuatu yang tertulis, seperti buku-buku, 
majalah, dokumen, dan lain-lain, khususnya kitab-kitab tafsir. 
Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
tehnik dokumentasi agar penulis mendapatkan data yang rinci mengenai 
permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. 
4. Teknik Analisa data 
Dalam penelitian ini, Penulis menganalisa data dengan Analisa Tahlili, 
yaitu dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari segala aspeknya. 
Yakni menguraikan kosa kata dan lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, dan 
juga unsur i’jaz dan Balaghah, serta kandungan dalam berbagai aspek 
pengetahuan dan aspek hukum, pendapat-pendapat yang telah diberikan  oleh 
Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, Tabi’in maupun ahli tafsir lainnya, juga 
tidak mengabaikan asabun nuzul,nya, serta munasabah ayat satu dengan yang 
lainnya. 
Ditinjau dari segi kecenderungannya, metode tahlili ini dapat berupa tafsir 
bi al-ma’tsur, al-tafsir bi al-ra’y, al-tafsir al-shufi, al-tafsir al-fiqhi, al-tafsir al-
falsafi, al-tafsir al-ilmi, dan al-tafsir al-adabi al-ijtima’i.10 
 
10 Abd Muin Salim, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, tt), 42. 
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G. Sistematika Penulisan 
Agar Penelitian ini lenih terararah, serta lebih mudah dalam memahami 
penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut : 
Bab Pertama, merupakan Bab pendahuluan yang di dalamnya memuat 
tentang latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan 
Masalah,  Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
Bab Kedua merupakan Landasan Teori, memuat tentang deskripsi dan 
gambaran umum tentang permasalahan yang sedang diteliti, meliputi Fatwa, Ulama, 
dan MUI. 
Bab Ketiga merupakan Kumpulan data-data terkait Obyek Penelitian, 
dalam hal ini adalah Q.S Al-jumu’ah Ayat 9, Q.S. Al-Baqarah Ayat 43, Q.S. An-
Nisa Ayat 102, Q.S Al-Hajj Ayat 22, Q.S. Al-Baqarah Ayat 195, Q.S. Al-Baqarah 
Ayat 185,  Q.S. Al-Hajj Ayat 78, Q.S. At-Taghabun Ayat 16 
Bab Keempat merupakan analisis landasan Alquran dalam fatwa MUI. 
Analisis ini dimulai dengan menampilkan tafsir ayat-ayat dalam fatwa, meliputi 
beberapa tafsir otoritatif, meliputi tafsir kosa kata, asbab al-nuzul jika ada, dan tafsir 
umum yang menjelaskan secara menyeluruh. Dari data tafsir tersebut kemudian akan 
dianalisis lebih lanjut konstruksi implementatif dalam fatwa MUI, yang masuk 
dalam bagian analisis kedua.  
Bab Kelima adalah bagian yang terakhir dari pembahasan, yang berisi 
kesimpulan dari rumusan masalah dan juga berisi saran-saran.             
                                                               




TINJAUAN TEORITIK FATWA, ULAMA, DAN MUI 
A. Fatwa: Tinjauan Definitif dan Diskursif 
1. Definisi Fatwa 
Kata fatwa, dalam penentuan hukum legal-formal Islam, merupakan kata 
yang menempati posisi penting, sebab kata itu menentukan bagaimana sebuah 
peristiwa atau hal tertentu diputuskan secara syara’ berdasarkan pijakan otoritatif 
turath Islam. Term fatwa adalah pengindonesiaan dari bahasa Arab yang berasal 
dari kata “fata>”. Arti dasar ini tidak lain adalah “pemuda”, “masa muda”,11 
sedangkan al-fatwa merupakan sighat masdar dari “afta” (fata-yaftu-fatwan), 
yang berarti orang dermawan.12 Muhammad Yusri Ibrahim, menulis buku yang 
nyaris seribu halaman tentang fatwa, terdiri dari empat bab, dengan puluhan sub-
bab. Karyanya termasuk salah satu “ensiklopedi fatwa” cukup lengkap saat ini. 
Dalam karya itu, al-Fatwa>: Ahammiyatuha, d}awa>bituha>, A<tha>ruha>, 
dijelaskan bahwa term fatwa berasal dari kata “al-ifta>’. Kata al-ifta>’ 
merupakan masdar dari afta. Menurut Muh}ammad Ibn Ya’qu>b, kata fatwa, 
dapat dibaca dengan fathah huuruf fa’, dan dapat pula dibaca dhommah huruf fa’, 
namun bacaan fathah fa’ lebih fasahah menurut jumhur ulama bahasa.13  
Lebih lanjut Yusri Ibra>hi>m menjelaskan kata al-ifta>’ bersinonim 
dengan futya>, yang sama-sama memiliki arti menjelaskan suatu hukum, atau 
 
11 Yusuf Qardhawi, Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema 
Insani, 1997), 5. 
12 Louis Ma’luf, al-Munjid fi> al-Lug}ah wa al-A’lam (Beirut; Dar al-Misriq, 2007), 567.  
13 Muhammad Yusri Ibra>hi>m, al-Fatwa>: Ahammiyatuha>, d{awa>bituha>, a>tha>ruha> 
(Kairo: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 20. 
 

































menjelaskan sesuatu yang masih samar.14 Arti lain dari kata ifta>’ adalah al-
tabyi>n (menjelaskan), al-idha>r (menampakkan/menjelaskan). Maka, kata ini 
bisa digunakan dengan pola seperti:  
 األمر أفتاه يف
“Ia menjelaskan terkait sebuah perkara.” 


























 (176)النساء: ِنْصُف َما َتَرَكَۚ 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia 
tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya 









ۙ َوَما ُيْتل ْم ِفْيِهنَّ
ُ
ُ ُيْفِتْيك َساۤءَِۗ ُقِل اّٰلله ِ



















 (١٢٧: 4) النساۤء/ 
“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, 
‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan 
 
14 Ibid., 21. 
15 Alquran dan Terjemahannya, 6:176 
 

































kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim 
yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, 











ْفِتَنا ِفْي َسْبِع َبَقٰرٍت ِسَماٍن يَّأ
َ



















ا  (٤٦: 12) يوسف/  ٤٦ُخْضٍر وَّ
 
”Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami 
(takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 
tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan 
(tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, 
















  َفاْسَتْفِتِهْم ا
ت/   فه  (11: 37) الصّٰۤ
“Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah), “Apakah penciptaan 
mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.” 
 
16 Alquran dan Terjemahannya, 4:127 
 

















































 ٣٢ى تَْشَهُدْوِن َقال
 (٣٢: Alquran dan Terjemahannya, 6:57.27) النمل/ 
“Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan 
dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum 
kamu hadir dalam majelis(ku).”17 
 
Pada ayat terakhir di atas, al-ifta>’ lebih bermakna meminta petunjuk. Dan 
hal tersebut, menurut para ahli bahasa, memang salah satu makna term al-ifta>’. 
Sedangnkan makna istilah dari kata fatwa juga cukup beragam. Secara garis besar, 
kata fatwa dapat berarti menjelaskan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada 
orang-orang tertentu. Beberapa ulama berbeda pendapat apakah makna 
menjelaskan pada term fatwa tersebut bermakna khusus atau umum. Dalam arti 
ia khusus menjelaskan masalah syariat, atau aqidah, atau bahkan kebahasaan.18 
Karena itu, untuk menghindari keumuman makna fatwa secara bahasa, makna 
fatwa secara istilah oleh beberapa ulama dikhususkan dalam konteks yang sangat 
spesifik, yang meliputi dua hal sebagaiamana dirangkum Yusri Ibrahim:19 
1. Menjelaskan hukum-hukum aqidah, seperti sesuatu yang berhubungan dengan 
rukun iman dan rukun Islam.  
2. Menjelaskan hukum syariah “amaliah”, seperti yang berhubungan dengan 
ibadah, muamalah, dan sejenisnya.   
 
17 Alquran dan Terjemahannya, 27:32 
18 Ibid., 25. 
19 Ibid., 26. 
 

































Pendapat lain, tidak jauh berbeda dengan landasan di atas. Ah}mad bin 
‘Ali> T{aha, misalnya, mengatakan bahwa fatwa berarti menjelaskan hukum 
syariat berdasarkan Alquran, sunnah, ijma’, dan qiyas.20 Berdasarkan definisi 
inilah, seorang mufti pada masa dahulu sering disetarakan dengan mujtahid, 
seperti menurut Jama>l al-Di>n al-Qasimi, bahwa mufti adalah seorang yang 
alim, mujtahid, faqih, dan ahli usul.21 Menurut Ibn Hamda>ni al-Hambali>, fatwa 
adalah memberi khabar hukum Allah dengan dalil syariat (Quran-hadis).22 
Menurut al-Bana>ni>, fatwa atau ifta>’ adalah memberi khabar dengan hukum 
Allah tanpa adanya paksaan.23 Menurut ‘Ali> Ja>d, fatwa adalah menjelaskan 
hukum syariat karena pertanyaan tentang hukum tersebut dengan landasan 
petunjuk syariat, baik yang bersifat umum maupun khusus.24 Dari berbagai 
definisi tersebut, ulama mutaakhir cenderung mendefinisikan fatwa sebagai 
“Memberi khabar tentang hukum syariat berdasarkan dalil otoritatif kepada orang 
yang bertanya, tanpa adanya paksaan.”25  
Dari berbagai macam uraian yang telah dijelakan diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa dalam ihwal fatwa setidaknya terdapat dua standing 
poin: berkaitan dengan penjelasan; berkaitan dengan hukum syariat. Sedang 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata fatwa dengan lebih ringkas, 
 
20 Ah}mad ‘Ali> T{aha Raya>n, D{awa>bit al-Ijtiha>d wa al-Fatwa> (Mansu>ra>: Da>r al-
Wafa>’, 1995), 71.  
21 Jama>l al-Di>n al-Qasimi, al-Fatwa> fi> al-Isla>m (Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 
54.  
22 Ibra>hi>m, al-Fatwa..., 28. 
23 Ta>j al-Di>n ‘Abd al-Wahha>b, H{a>shiah al-Bana>ni> ‘Ala> Sharh} al-Jala>l al-Mah}alli> 
‘Ala Matn Jawa>mi’ al-Jawa>mi’ (TT: Da>r Ih}ya>’ al-Kita>b al-‘Arabiyyah, 1996), 46.  
24 Ja>d al-H{aq ‘Ali>, Buhu>th Fata>wa> al-Isla>miyyah fi> Qad}a>ya> al-Mu’a>s}irah (Kairo: 
Da>r al-H{adi>th, 2005), 361. 
25 Ibra>hi>m, al-Fatwa..., 29.  
 

































yakni sebuah jawaban dari keputusan yang diberikan oleh mufti terkait suatu 
masalah; nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah atau nasihat.26  
2. Kualitas Personal Mufti 
Pada umumnya, ulama telah memberikan rambu bahwa menjadi mufti harus 
memenuhi kualifikasi keilmuan yang tinggi. Karena itu, jika seseorang secara 
kualitas tidak memadai tetapi ia mengeluarkan fatwa secara pribadi, maka fatwa 
tersebut tidak memiliki kekuatan dan boleh dihindari. Secara faktual, integritas 
mufti berkorelasi langsung dengan agama yang hidup dalam ruang publik. 
Dengan kata lain, fatwa seorang mufti juga menentukan gerak sosial-keagamaan 
sebuah peradaban tertentu. Pada masa lampau, posisi mufti hanya diisi oleh 
ulama-ulama kaliber, seperti Ibn Rushd, al-Ghazali, al-Kindi. Ulama-ulama 
Islam, dalam hal ini, mengeluarkan fatwa dengan proses episteme yang sulit. 
Bahkan mereka tidak mengeluarkan fatwa jika mereka tidak mengetahui dengan 
pasti sebuah duduk perkara dari masalah mustafi (orang yang meminta fatwa).27  
Sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan penjelas tentang hukum 
syariat yang dibutuhkan dalam masalah amaliah umat, ia sedemikian menempati 
posisi sentral. Jika ia mengeluarkan fatwa benar, maka umat akan mendapat solusi 
permasalahan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika ia mengeluarkan fatwa 
keliru, maka umat mendapat jawaban tidak sebagaimana mestinya dan jika 
pendapat semacam ini diikuti, maka mufti telah menyebar kekeliruan. Karena itu, 
melihat posisinya sebagai pemberi solusi keagamaan, mufti harus memenuhi 
 
26 Lihat https://kbbi.web.id/fatwa. (diakses 20 Maret 2021)  
27 Iwan Hermawan, Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 
116.  
 

































kualifikasi. Syarat sorang mufti, menurut berbagai pakar ushul fiqh, 
dikelompokkan sebagaimana berikut:28 
1. Syarat umum, dikarenakan ia akan memberi keputusan tentang hal yang 
berkaitan dengan syariat dan pelaksanaan yang berhubungan dengan hal 
tersebut, maka ia wajib sebagai seorang mukallaf, Muslim, Aqil, dan Baligh. 
2. Syarat keilmuan, oleh karena itu, Ia haruslah seorang ahli dan memiliki 
kapasitas yang mumpuni untuk melakukan Ijtihad. Maka, ia harus bisa 
memenuhi syarat-syarat yang dibebankan kepada para Mujtahid, seperti 
mengetahui dengan baik dalil-dalil dan Nash-Nash, baik nash Al-Qur’an 
maupun nash hadis, baik dalil Aqli maupun Naqli, dan lain-lain.29 
3. Syarat kepribadian. Ia harus memiliki sikap yang adil, Jujur, Cerdas, dan dapat 
dipercaya, baik dalam Tindakan maupun ucapan. Persyaratan ini harus 
dipenuhi seorang mufti. Dikarenakan ia akan menjadi rujukan umat Islam 
dalam menjalankan agama. 
Dalam diskursus yang berkembang, ulama juga merumuskan solusi dari 
persoalan, apakah orang yang tidak memilik kapasitas sebagai Mujtahid 
diperbolehkan bertindak sebagai seorang Mufti. Topik ini cukup “hidup” dalam 
diskusi para ulama dan dapat diringkas sebagai berikut:30 
 
28 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Vol. 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 457. 
29 Syarat lain seorang mujtahid antara lain, mengerti kandungan makna Alquran; mengetahui hadis 
hukum secara benar, baik dalam konteks bahasa maupun syara’; menguasai nasih-mansukh Alquran 
maupun hadis; mengetahui solusi dari masalah-masalah yang terjadi secara ijma’; mengetahui seluk-
beluk qiyas; menguasai bahasa Arab; menguasai ushul fiqh; mampu menangkap tujuan syariat. 
Kualifikasi inilah yang juga harus dimiliki mufti. Lihat Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 
2017), 231-232. 
30 Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 458.  
 

































1. Orang yang mempunyai kemampuan tafri’ dan tarjih meskipun belum sampai 
derajat seorang mujtahid diperbolehkan berfatwa berlandaskan kepada mazhab 
imam mujtahid yang diikutintya, dengan ketentuan ia mampu memahami 
secara menyeluruh ajaran mazhab yang dijadikannya sebagai rujukan, serta ia 
mempunyai keyakinan bahwa pendapat imam yang diikutinya itu lebih kuat.  
2. Orang yang belum mencapai derajat mujtahid, diperbolehkan berfatwa apabila 
di suatu wilayah itu tidak terdapat orang yang telah memiliki derajat mujtahid 
yang dapat berfatwa. dikarenakan keadaan ini telah tergolong dalam konteks 
darurat. 
3. Orang yang muqallid diperbolehkan berfatwa walaupun tidak memiliki 
kemampuan tafri’ dan tarjih. Hal ini diperbolehkan  karena ia hanya menukil 
pendapat para imam Mujtahid, dalam konteks tertentu. Inilah yang banyak 
diberlakukan saat ini.  
3. Klasifikasi Fatwa 
Pembagian fatwa, jika dilihat dari persona pemberi fatwa, dibagi menajadi 
dua: fatwa personal dan fatwa kolektif.31 Fatwa personal adalah fatwa yang 
dihasilkan dari penelitian satu orang. Meski hanya dihasilkan satu orang, fatwa 
personal tentu tetap memiliki kekuatan, selama dilakukan dengan benar oleh 
orang-orang yang memiliki kualifikasi. Dan fatwa personal ini tidak kurang 
memberi pengaruh terhadap fata kolektif.32 Beberapa ulama kontemporer dan 
salaf telah menulis banyak fatwa berkaitan dengan pertanyaan yang mereka 
 
31 Hanif Lutfi, Kajian Fatwa: Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (Jakara: Rumah Fiqh 
Publishing, 2019), 20. 
32 Ibid., 21. 
 

































hadapi. Karena itu, banyak kitab-kitab yang khusus memuat fatwa para ulama, 
seperti kumpulan fatwa Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah. Di masa sekarang, 
Syaikh Ramadhan al-Buthi, misalnya, telah mengeluarkan fatwa individu yang 
menjadi pegangan kuat dalam diskursus keislaman. Fatwa yang dikeluarkan 
mencakup berbagai persoalan kontemporer, seperti akidah akhlak,33 suluk dan 
tazkiyah,34 Alquran hadis dan ijtihad.35 
Sedangkan fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan oleh satu lembaga 
tertentu yang berisi banyak orang. Tim kolektif ini tidak jarang diisi oleh berbagai 
disiplin keilmuan yang saling melengkapi, di samping masing-masing orang telah 
menguasai keilmuan yang dibituhkan sebagaimana disinggung sebelumnya. 
Dalam konteks Indonesia, mufti kolektif ini diwakili oleh banyak golongan, 
seperti Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI), lembaga penelitian 
Universitas Islam Negeri, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul 
Masail, dan lain-lain.36 
Sedangkan jika ditilik dari segi prosesnya, maka fatwa terbagi menjadi dua, 
yakni fatwa tarjih dan fatwa insya’i. Fatwa tarjih adalah fatwa kolektif maupun 
individu yang menyeleksi berbagai pendapat mengenai suatu persoalan dan 
memutuskan satu pendapat paling kuat sebagai solusi. Fatwa tarjih tidak jauh 
 
33 Pertanyaan yang dibahas antara lain, dimanakah Allah?; apakah nama Allah itu diciptakan?; 
perbuatan Allah tidak didorong alasan tertentu; apakah Allah mempunyai dzat?, dan sebagainya. Lihat 
Ikatan Alumni Syam Indonesia, Fatwa-fatwa Kemasyarakatan Syeikh Said Ramadhan al-Buthi, terj. 
Muhammad Najih Arromadloni (Yogyakarta: Adisso, 2018).  
34 Persoalan yang dibahas antara lain, guru yang murabbi; suluk dihadapan murabbi; apa itu qutb?; 
hulul dan wahdatul wujud, dan lain-lain. Lihat Ibid.  
35 Persoalan yang dibahas antara lain, makna Alquran relevan untuk segala ruang dan waktu; 
kepemimpinan perempuan; jenis-jenis musibah; adab dengan Alquran, hadis tentang keutamaan 
Syam, dan sebagainya. Lihat Ibid. 
36 Lutfi, Kajian Fatwa..., 22.  
 

































berbeda dengan tarjih yang dibahas dalam konteks ijtihad ushul fiqh. Ibn Subki, 
misalnya, memasukkan tarjih sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan yang 
dapat dijadikan sebagai rujukan di kemudian hari bagi para pengikut mazhab, 
dengan memilih dan memilah mana pendapat yang paling kuat di antara pendapat 
yangtelah ada.37  
Jika tarjih berpola memilih pendapat yang telah ada, maka bentuk yang 
kedua adalah pola kebalikan tarjih, yang disebut dengan bentuk fatwa insya’i, 
ialah bentuk solusi fatwa terhadap persoalan baru dan tidak ditemkan pendapat 
sejenis sebelumnya. Pada permasalahan inilah kemampuan mufti benar-benar 
dikerahkan. Sebab ia harus cermat melihat titik perkara dan menghubungkannya 
dengan teks-teks Islam. Tentu saja, kesimpulan yang dihasilkan harus sesuai 
dengan kondisi-konteks munculnya masalah tersebut. Misalnya, dalam fatwa 
Covid-19, berpengaruh terhadap berbagai bentuk ibada umat muslim. Meski 
ulama terdahulu telah memeberikan berbagai fatwa terkait pandemi, masalah 
konteks Covid-19 harus tetap mempertimbangkan analisa berbagai sudut, seperti 
sifat penularan, golongan fisik yang rentan terinfeksi, dan sebagainya. Dengan 
kata lain, fatwa jenis ini membutuhkan tilikan dari berbagai sudut, karena fatwa 
yang akan dihasilkan sama sekali baru.  
B. Tinjauan Umum Tentang Ulama 
1. Definisi Ulama 
Ulama diambil dari bahasa Arab, yaitu kata علماء jamak dari mufrad kalimat 
 yang mempunyai makna orang yang berilmu atau orang yang memiliki ,عليم
 
37 Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 289.  
 

































pengetahuan yang luas. Kata عليم adalah suatu isim yang disamakan dengan isim 
fa'il. Kata عالم adalah isim fa'il dari fi’il (kata kerja) علم (alima) yang berarti ia telah 
berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata علماء berarti orang-orang yang 
mempunyai ilmu atau orang-orang yang memiliki Pengetahuan.38 Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ulama mempunyai arti orang yang berilmu 
(orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama yang luas), mubaligh dan 
sebagainya.39 
Secara sederhana, Istilah Ulama berarti orang yang memiliki pengetahuan. 
Dan dalam pengertian ini, tidak ada pembatasn ilmu yang spesifik. Akan tetapi, 
seiring dengan berkembang dan terbentuknya khazanah keilmuan Islam, 
khususnya yang terkait syari’ah atau fiqh, pengertian ulama dikhususkan kepada 
orang yang mempunyai pengetahuan yang luas di dalam bidang fiqh. walaupun di 
Timur Tengah, definisi dari ulama cenderung tidak ada batasan, yakni mencakup 
orang-orang yang memiliki keahlian dalam ilmu agama maupun memiliki 
keahlian dalam ilmu-ilmu secara umum.40 
Kata ulama yang di Indonesia dipahami dengan orang ‘alim, umumnya 
dipahami sebagai “orang yang berilmu”. Akan tetapi jika Kata ulama ini 
disandarkan dengan kalimat yang lain, misalnya Ulama hadis (Orang memiliki 
pengetahuan yang luas tentang hadis), ulama tafsir (Orang memiliki pengetahuan 
 
38 Muhammad Lutfi Miftahul Amrullah, “Pandangan Ulama Terhadap Wacana Kebijakan 
Standarisasi Khatib di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung, 2018), 12. 
39 Novia Maulida, Devi Arvanika S. dan Uzlah Septia CP, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap 
(Surabaya: Amalia, 2005), 451. 
40 M. Khoiril Anwar dan Muhammad Afdillah, “Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan 
Harmonisasi Umat Beragama”, dalam Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 4, No. 
1, (2016), 86. 
 

































yang luas tentang Tafsir), dan lain sebagainya, maka kata Ulama’ memiliki arti 
yang luas, yaitu meliputi semua orang yang berilmu.41 Dalam konteks di 
Indonesia, Pengertian ulama pada umumnya masih terbatas sempit namun tetap 
dominan. Dalam arti ulama pada umumnya masih identik dengan orang-orang 
yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama, lebih khusus lagi fiqh. sekali 
lagi dalam konteks di Indonesia, orang yang memiliki keahlian dalam bidang fiqh 
saja belum memenuhi bagi seseorang untuk bisa diakui sebagai seorang ulama. 
banyak orang-orang di Indonesia yang menjadi ahli dalam bidang ini, akan tetapi 
belum diakui oleh masyarakat luas sebagai ulama. Namun kebanyakan dari 
mereka lebih dipandang sebagai seorang intelektual atau yang lebih popular lagi 
dipandang sebagai cendekiawan muslim.42 
Menurut Ensiklopedia dalam Islam, istilah ulama adalah orang yang 
memiliki ilmu dan memiliki pengetahuan, yang dengan pengetahuannya tersebut 
ia semakin memiliki rasa takut dan semakin tunduk pada Allah SWT.43 Selaras 
dengan itu, Imam Mujtahid berpendapat bahwa ulama didefinisikan secara lebih 
spesifik yaitu hanya orang yang takut kepada Allah. Malik bin Abbas pun 
menegaskan orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak bisa 
















ُؤاَۗ َوِمَن النَّاِس َوالدَّ  مٰۤ
 
41 Amrullah, “Pandangan Ulama”…, 12. 
42 Ibid. 
43 Moch. Adi Pramono, “Peran Ulama dalam Penutupan Wisma Dolly di Putat Jaya Kota Surabaya”, 
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 17. 
44 Ibid., 18. 
 

































َ َعِزْيٌز َغُفْوٌر   (٢٨: 35) فاطر/  ٢٨ِانَّ اّٰلله
“Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa 
dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 
jenisnya). Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, yang memiliki rasa 
takut kepada Allah, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Maha Pengampun.” 45 
Hasan Basri menyatakan, bahwa yang dinamakan ulama adalah orang yang 
memiliki rasa takut kepada Allah disebabkan karena kayakinannya terhadap hal-
hal yang ghaib, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan membenci segala 
sesuatu yang dimurkai Oleh Allah. Selanjutnya, Ali al-S{abuni mengemukakan 
bahwa ulama adalah orang yang memiliki rasa takut yang sangat mendalam 
kepada Allah SWT disebabkan karena kema’rifatannya. 
Sedangkan Sayyid Quthub memberikan definisi Ulama sebagai orang yang 
selalu berpikir kritis analitis secara mendalam terhadap Al-Qur’an (dengan cara 
menggali secara mendalam seluruh makna dan kandungan di dalam Al-Qur’an) 
kemudian mereka menerapkannya dalam keseharian di dalam hidupnya, sehingga 
mereka akan mendapat ma’rifat secara sebenarnya kepada Allah SWT. Hal 
tersebut dikarenakan mereka memperhatiakan berbagai tanda kekuasaan atas 
ciptaan-Nya, kemudian merasakan keagungan-Nya, sehingga mereka dapat 
bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. 
 
45 Alquran dan Terjemahannya, 35:28 
 

































Sedangkan Syekh Nawawi al-Bantani mengemukakan bahwasannya Ulama 
yaitu orang-orang yang mampu menguasai berbagai mcam hukum syara’ untuk 
menetapkan I’tiqad ataupun menetapkan amal syari’ah yang lainnya. kemudian 
Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa, Ulama merupakan orang yang bisa 
menganalisa suatu fenomena alam untuk kepentingan hidup di dunia maupun di 
akhirat serta memiliki rasa takut kepada siksa Allah apabila jatuh ke dalam 
kenistaan.46 
2. Peran dan Fungsi Ulama 
Istilah Ulama dalam sejarah Islam telah lama dikenal sejak lama terutama 
pada zaman pertengahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Ulama adalah 
pewaris dari Para Nabi, sehingga sangat layak bagi ulama dan memang 
seharusnya ulama memiliki marwah yang besar dan status sosial yang tinggi di 
dalam masyarakat. 
Sebagai pewaris dari para Nabi, maka sudah seharusnya bagi ulama untuk 
menguasai dan memilik pengetahuan agama secara luas, kemudian pengetahuan 
tersebut haruslah disebarkan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tugas 
seorang Nabi adalah menyampaikan risalah. Maka seorang ulama hendaknya 
melakukan hal yang sama, karena inilah sejatinya waratsatul anbiya.47 
Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ dijelaskan 
bahwasannya ulama adalah orang-orang yang diberi warisan oleh para nabi:  
 
46 Pramono, “Peran Ulama”…, 18-19. 
47 Yumna, Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya’ (Pergeseran Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh), 
(Syifa al-Qulub, Vol. 3 No. 1, 2018), 19. 
 

































“Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak 
meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan 
tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa 
mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna”. 
(H.R Abu Darda’)48 
Sebagai seorang Rasul, nabi Muhammad SAW membawa syari’at yang 
sudah final, khususnya dalam hal hukum. Dan hukum yang dibawa Rasulullah ini 
selalu bisa diterapkan untuk mengatasi problematika di dalam masyarakat bahkan 
hingga sekarang ini. Maka hukum ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi 
masyarakat Islam, khusunya para ulama. 
Sedangkan Mufti mempunyai tanggung jawab untuk memperinci dan 
menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur’an ataupun hadis, bukan hanya 
secara kandungan, penjelasan, asbabun nuzul atau asbabul wurud, namun lebih 
dari itu mereka harus mampu mengimplementasikan nash-nash tersebut secara 
kontemporer sebagai ejah wantah dari hadis “al-Islam Shalih li kulli zaman wa 
makan” yang mana Al-Quran dan hadis akan selalu sesuai dengan berbagai 
keadaan zaman dan tempat. 
Ketika Rasulullah masih hidup, Salah satu tugas Rasulullah adalah untuk 
menjawab dan menyelesaikan problem Umat pada saat itu. Oleh karena itu, semua 
problematika langsung bisa ditanyakan kepada beliau, kemudian turunlah wahyu 
dari Allah untuk menjawab pertanyaan umat Islam ataupun masalah yang terjadi 
saat itu.  
 
48 Moh. Romzi, “Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulam”, dalam Religió: Jurnal Studi Agama-
agama, Vol. 2, No. 1 (2012), 12.  
 

































Namun Ketika Rasulullah telah wafat, tugas tersebut berpindah kepada Para 
Khulafaur rasyidin yang memang memiliki ilmu dan kapasitas yang mumpuni 
untuk hal itu. Kemudian kepemimpina dilanjutkan sampai generasi seterusnya 
dan sampailah kepada pra ulama sekarang ini, karena sejatinya mereka adalah 
pewaris para Nabi yang sebenarnya. Para ulama juga memiliki tugas yang hampir 
sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah 
 
Sebagai seorang ulama, maka sudah seharusnya mereka berusaha untuk 
mempunyai ilmu dan sikap sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah. Dewasa 
ini, fungsi ulama kini bermacam-macam, dan sudah masuk ke dalam profesi. 
Seperti peradilan, maka hakim yang masuk di dalam peradilan tersebut harus 
ulama yang memang berprofesi sebagai Qadhi /hakim, atau ulama yang 
menyampaikan fatwa, maka bisa dikatakan sebagai seorang Mufti.49 
Namun ada pula ulama yang hanya hidup di dalam tatanan Masyarakat 
biasa. Akan tetapi justru tanggung jawab dan tugasnya lebih berat karena 
berhadapan langsung dengan masyarakat secara luas. Akan tetapi Allah SWT 
telah meninggikan dan memuliakan derajat ulam dimanapun ulama beradaa.50 Hal 
ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Al-Qur’an dalam QS. al-Mujâdilah 
[58]: 11: 
 
49 Nabil Makarim, “Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dalam Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan 
Al-Irsyad Tentang Go-Pay Tahun 2018 Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, 
(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 28-29. 
50 Pramono, “Peran Ulama”…, 17-18. 
 





































ُ ل َمٰجِلِس َفاْفَسُحْوا َيْفَسِح اّٰلله
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  11ِبَما َتْعَمل
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 
kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”51 
Peran ulama tidak hanya sampai disitu, namun lebih dari itu, ulama juga 
harus mampu melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar. Selain itu ulama juga 
menjadi panutan masyarkat dalam sikap dan perilakunya. Hal ini dikarenakan 
ulama merupakan tolok ukur dari umat Islam. Maka sudah seharusnya ulama 
membimbing masyarakat untuk dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
ajaran Rasulullah, serta ikut melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar 
Maka pemahaman spiritual seorang ulama tidak boleh sama dengan 
masyarakat pada umumnya. Ulama harus bisa mengimplementasikannya dalam 
kehidupan bermasyarakat. Menurut Abraham Maslow, karakteristik Spiritual 
yang paling tinggi yakni mampu merasakan ketenangan yang mendalam, 
 
51 Alquran dan Terjemahannya, 58:11 
 

































merasakan harmonisasi kehidupan, merasakan pengetahuan yang mendalam, 
merasa bahwa hal itu adalah pengalaman yang mustahil dijelaskan dengan kata-
kata. 
Walaupun pengalaman spiritual seorang ulama tidak terlihat secara kasat 
mata, namun tetap tidak bisa dipungkiri, bahwa spiritualitas ulama akan selalu 
terpancar. Sehingga  ia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan dalam 
menjaga agama dan negara.52 
 
Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Posisi ulama dalam tatanan sosial 
masyarakat sangatlah penting, bahkan sebagai pusat hubungan antara agama 
Islam dengan Masyarakat Islam pada umumnya. 
Selain dalam sosial masyarakat, ulama juga mempunyai peran yang sangat 
krusial, yakni figur yang menetukan umat Islam di dalam panggung sejarah, 
pemerintahan, politik, terutama di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu 
terbentuknya masyarakat Islam dan kelestariannya tidak dapat dipisahkan dari 
Ulama.53 
C. Deskripsi Umum Covid-19 
1. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi 
Masa awal karantina wilayah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah 
melumpuhkan sektor perekonomian nasional. Dalam rantai industri, baik jumlah 
produksi, pasokan, konsumsi masyarakat, menurun drastis. Hal ini terjadi dalam 
 
52 Yumna, “Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya’: Pergeseran Nilai Ulama di Mata Masyarakat Aceh”, 
dalam Syifa al-Qulub, Vol. 3 No. 1, (2018), 19. 
53 Amrullah, “Pandangan Ulama”…, 15. 
 

































skala internasional. McKibbin dan Fernando, membuat serangkaian filter yang 
mengubah asumsi epidomologis menjadi kejutan ekonomi, yakni berkurangnya 
pasokan tenaga kerja di setiap negara; meningkatnya biaya melakukan bisnin di 
setiap sektor; pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas 
setiap barang dari masing-masing negara; peningkatan premi risiko ekuitas pada 
perusahaan di setiap sektor di setiap negara; peningkata premi risiko negara 
berdasarkan paparan penyakit; kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi 
makro.54 
Dari sudut lain, ASEAN Integration Monitoring Directorate menilai 
penurunan ekonomi terjadi juga dalam sektor pariwisata, berikut perangkat 
penunjang, seperti perusahaan transportasi. Penurunan arus transportasi darat 
maupun udara akan terus terjadi, dan kepercayaan konsumen surut karena 
kekhawatiran terhadap beberapa wilayah destinasi yang memberlakukan 
karantina wilayah.55 Dalam konteks Indonesia, banyak pihak yang menilai 
pemerintah terlambat dan terkesan meremehkan Covid-19 pada masa awal 
kemunculannya. Hal tersebut tentu memberikan efek tersendiri pada sektor 
ekonomi. Pada bulan-bulan awal 2020, Bursa Efek Indonesia melemah 33 persen 
dibandingkan dengan awal bulan 2020, angka ini merupakan angka terburuk sejak 
2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika saat itu anjlok pada harga 16.273, 
paling rendah sejak 1998.56 
 
54 Rian Nugroho dkk, Dampak Covid 19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan 
(Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), 16. 
55 Ibid., 17. 
56 Majalah Tempo 23-19 Maret 2020..., 11. 
 

































Investor asing di pasar uang dan pasar modal terus menarik dananya dari 
Indonesia. Menurut Jason Schenker, fenomena ini terjadi—juga dalam skala 
internasional—salah satunya akibat kekhawatirn bahwa orang-orang akan 
kehilangan pekerjaan dalam waktu yang tidak menentu.57 Meskipun beberapa 
orang menganggap krisis pekerjaan ini bersifat sementara, langkah preventif 
investor dalam melihat industri dan pasar modal adalah tidak menutup 
kemungkinan orang-orang ini tidak mendapat pekerjaan mereka kembali.58 
Dua ahli ekonomi Australia, Warwick McKibbin dan Roshen Fernando, 
dalam riset dampak Covid-19 terhadap ekonomi global, membuat simulasi 
ekonomi Indonesia, berdasarkan lima faktor guncangan: suplai tenaga kerja 
menurun, equity risk premium, biaya produksi, permintaan konsumsi, dan belanja 
pemerintah. Lima kategori itu, pada Indonesia, menunjukkan tren cukup buruk. 
Suplai tenaga kerja menurun, equity risk premium naik, biaya produksi naik, 
permintaan turun, dan anggaran belanja pemerintah naik. Pada awal 2020, kedua 
ahli tersebut membuat simulasi ekonomi Indonesia akan jatuh 4 persen.59 Pada 
bulan Agustus 2020, BPS merilis laporan ekonomi Indonesia, yang pada triwulan 
II 2020 mengalami kotraksi, atau turun, sebanyak 5,32 persen.60  
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa mendatang, bergantung pada 
ragulasi pemerintah dan kerja sama seluruh masyarakat dalam menangani 
pandemi. Tentu masih ada beberapa sektor usaha yang diuntungkan di masa 
 
57 Jason Schenker, Masa Depan Dunia Setelah Covid-19, terj. Yanto Musthofa (Ciputat: PT Pustaka 
Alvabet, 2020), 55. 
58 Ibid. 
59 Majalah Tempo 23-19 Maret 2020..., 12.  
60 Lihat BPS, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 (No. 
64/08/Th. XXIII 5 Agustus 2020). 
 

































PSBB, tetapi secara umum nyaris semua terkena dampak. Menurut Hadiwardoyo, 
sektor yang mengalami kerugian terbesar adalah bisnis pengandal keramaian, 
seperti pariwisata, pertunjukan, mall. Dan bisnis pendukung keramaian, seperti 
transportasi massal, tiketing, hotel, perdagangan musiman, bisnis yang tidak dapat 
menerapkan pembatasan jarak.61 Sementara ia mencatat dalam tulisannya bahwa 
bisnis sektor kesehatan berpotensi untuk menghasilkan keuntungan. Sektor 
pangan termasuk sektor yang akan tetap stabil dalam masa krisis. Sedangkan 
kerugian individual adalah kerugian sebenarnya. Sebab kerugian negara 
disebabkan oleh pendapatan anjlok, terutama pajak, sedangkan belanja untuk 
mengatasi kesehatan warga terus melonjak, dan pendapatan negara akan kembali 
membaik setelah pada tahun berikutnya pembayaran pajak dan pengeluaran 
kembali stabil.62 kerugian individual dalam konteks usaha, oleh Hadiwardoyo, 
dapat digambarkan sebagai berikut:63 
1. Hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, banun pengeluaran tetap 
terjadi meski tidak sepnuhnya. Kerugian riil sektor ini bergantung pada jenis 
usaha. 
2. Timbulnya biaya pesangon jika melakukan PHK. 
3. Dana darurat atau dana sosial yang dikeluarkan. 
4. Kerugian bila perusahaan harus menjual aset. 
Sedangkan pada level individu dipetakan sebagai berikut:64 
 
61 Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Nasional Akibat Pandemi Covid-19” dalam Baskara: Journal 
of Bussines & Enterpreunership Vol. 02, No. 02 (April: 2020), 86. 
62 Ibid., 87. 
63 Ibid. 
64 Ibid., 88. 
 

































1. Hilang atau menurunnya gaji selama masa krisis. 
2. Denda akibat telat membayar kewajiban (misal cicilan jatuh tempo). 
3. Pengeluaran lebih karena kondisi darurat. 
4. Kerugian apabila di-PHK. 
2. Pengertian dan Kemunculan 
Covid-19 merupakan singkatan dari coronavirus disease 2019, ialah 
penyakit menular yang disebabkan oleh severe respiratoy syndrome Coronavirus 
2 (SARS-Cov-2). SAR-Cov-2 merupakan coronavirus jenis baru yang 
sebelumnya belum pernah terindentifikasi. Setidaknya, dalam catatan medis, ada 
dua jenis coronavirus yang mengakibatkan penyakit dengan gejala berat, 
misalnya MERS dan SARS. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain 
adalah gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. 
Menurut kemenkes RI, berdasarkan riset para peneliti WHO, masa inkubasi rata-
rata adalah 5-6 hari, dan paling lama 14 hari. Pada kasus yang berat, virus ini 
dapat menyebabkan penderita mengalami pneumonia, sindrom pernapasan akut, 
gagal ginjal, dan kematian.65 Pada dasarnya, para ahli menyebut kategori 
coronavirus sebagai virus zoonotik, yakni virus yang ditransmisikan dari hewan 
ke manusia. Banyak hewan liar yang membawa patogen dan bertindak sebagai 
vektor, seperti kelelawar, tikus, unta, dan musang.66 
 
65 Anung Sugihartono dkk, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-
19) (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 17.  
66 Yuliana, “Corona Virus Diseases; Sebuah Tinjauan Literatur”, dalam Suharyanto (ed), Covid-19: 
Sumber dan Rujukan Karya Ilmiah (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 2020), 115.  
 

































Laporan resmi pertama mengenai virus ini dilaporkan oleh WHO China 
Country Office, pada 31 Desember 2019, dengan sampel pnemonia yang tidak 
diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Baru pada tanggal 7 
Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru 
coronavirus. Pada tanggal 30 Januari, WHO menetapkan kejadian tersebut 
sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) 
atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Melihat 
tingkat penyebaran yang masih pada awal tahun 2020 itu, WHO menetapkan 
Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Dengan tingkat mobilitas 
penduduk internasional yang padat, virus ini tidak butuh waktu lama untuk 
menjangkit banyak negara. Sampai dengan 9 Juli 2020, WHO melaporkan angka 
kematian internasional mencapai angka 545.481 jiwa.67  
Hingga tanggal  22 April 2021, pemerintah Indonesia melaporkan kasus 
konfirmasi sebesar 1.626.812.68 melihat penyebaran kasusu yang terus masif dan 
didesak berbagai pihak, pemerintah menerapkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat, berdasarkan surat keputusan presiden nomor 11 tahun 2020. 
Keputusan presiden tersebut menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang 
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM 
Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. Dalam laporan resminya, kementerian kesehatan 
menulis: 
 
67 Sugihartono dkk, Pedoman Pencegahan..., 18. 
68 https://www.kemkes.go.id/index.php (diakses tanggal 20 April 2021). 
 

































“Selain itu, atas pertimbangan penyebaran Covid-19 berdampak pada 
meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan 
wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial maupun 
ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.”69 
 
Berbagai upaya dilakukan pemerintah maupun swasta untuk mengatasi 
kondisi buruk di berbagai sektor. KKM dilakukan pemerintah antara lain melalui 
karantina wilayah, dengan konsep yang diambil adalah Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). Pada prinsipnya, PSBB dilakukan untuk menekan 
penyebaran virus, didasarkan pada besaran ancaman, kajian epidemologis, 
dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi dan politik, 
pertahanan dan keamanan. Hingga tahun 2021, negara-negara masih melakukan 
upaya serius untuk mengatasi pandemi ini, salah satunya dengan proses vaksinasi 
masal.70  
Mike Ryan, Direktur Eksekutif Program Kesehatan Darurat WHO, telah 
memberikan peringatan tegas di awal kemunculan Covid-19 karena menurutnya 
banyak negara tidak siap. Padahal saat itu, angka inveksi masih tidak separah 
belakangan. Amerika, negara yang warganya memiliki mobilitas tinggi, pada 
masa awal pandemi masih kekurangan alat penguji. Brian Stain, juru bicara Rush 
University Medical Center, sebagaimana dikutip Majalah Tempo, mengatakan 
 
69 Sugihartono dkk, Pedoman Pencegahan..., 19. 
70 Ibid. 
 

































bahwa keterlambatan pengujian rumah sakit berarti para tenaga medis harus lebih 
lama menggunakan APD (alat pelindung diri) tanpa mengetahui apakah pasien 
berpotensi menularkan penyakitnya.71 Pada masa ini, bahkan Amerikapun 
menagalami kekurangan fasilitas uji lab. Departemen kesehatan Minnesota 
pernah mengumumkan karena kekurangan bahan pengujian lab secara nasional, 
negara bagian dipaksa membuat penyesuaian untuk fokus pada spesimen prioritas 
tertinggi, termasuk pasien yang diwarat di rumah sakit.72 Kondisi ini 
merefleksikan bahwa banyak negara di dunia, bahkan Amerika, belum memiliki 
fasilitas yang siap. Negara-negara dunia ketiga adalah bagian yang paling 
terdampak soal fasilitas.  
3. Dampak Covid-19 Terhadap Sosial-Agama di Indonesia 
Selain menimbulkan dampak pada ekonomi secara masif, Covid-19 juga 
merubah alur interaksi sosial-keagamaan di Indonesia. Sebagai negara dengan 
budaya interaksi sosial yang cukup aktif, warga Indonesia seperti dipaksa untuk 
melakukan repreprarasi menentukan sikap baik pada level ruang individual dan, 
terutama, pada level ruang publik. Budaya Indonesia dan ajaran agama—terutama 
Islam—erat kaitannya dengan atribut aktivitas sosial bersama, sesuatu yang pada 
masa pandemi harus dihindari. Beberapa lapisan kelas pengetahuan masyarakat 
merespon dengan berbagai bentuk. Sebagian kukuh melaksanakan ibadah secara 
bersamaan di tempat ibadah dengan alasan virus adalah ciptaan Maha Kuasa, dan 
sebagaian menunjukkan opini sebaliknya bahwa bagaimanapun, kemaslahatan 
 
71 Majalah Tempo 23-19 Maret 2020. (Jakarta: Tempo Publishing, 2020), 37. 
72 Ibid.  
 

































bersama tetap menjadi visi utama. Dua golongan tersebut, meski tidak dapat 
memotret semua wacana keagamaan di Indonesia, setidaknya telah menunjukkan 
bahwa Islam hidup dengan—meminjam istilah Bruce B. Lawrence—tidak 
tunggal.73 Termasuk dalam merespon bagaimana beragama dan bersikap secara 
spiritual di tengah pandemi.  
Secara sederhana, dampak Covid-19 terhadap agama, atau lebih tepatnya 
kepada umat beragama, menempati dua level: dataran epistemik dan dataran 
aksiologis. Wilayah epistemik adalah struktur ide masyarakat dalam me-resepsi 
Covid-19 dengan paradigma ajaran agama. Pada level ini lebih menyangkut pada 
sikap individu sebagai individu, artinya sikapnya tidak mewakili kelompok 
tertentu. Sedangkan yang kecua, wilayah aksiologis, lebih menyangkut kehidupan 
bersama, termasuk ibadah. Pada wilayah inilah Covid-19 memiliki dampak yang 
dapat dilihat. Misalnya, bagaimana ulama memberi himbauan untuk beribadah di 
rumah, bagaimana ulama memberi tuntunan berbagai tata cara ibadah secara 
mandiri di rumah. Hal inilah yang melahirkan wacana fiqh Covid-19. Beberapa 
karya yang beredar antara lain yang ditulis oleh Khalid bin Ali Al Musyaiqih. 
Menuurut Muhiddin Bakri, fenomena Covid-19, tidak kurang dapat 
memunculkan epistemologi irfani (nalar intiutif) terkait dengan takdir Allah. 
Artinya, dengan wujud virus ini manusia tidak lagi melulu intens berbicara 
tentang eksistensi dirinya sebagai manusia, lebih dari itu, manusia berbicara 
 
73 Bruce tentu mengartikulasikan “Islam tidak tunggal” dalam konteks pewacanaan ideologis yang 
lebih luas, antara lain tentang wacana radikalisme dalam Islam yang sebenarnya hanya mewakili 
sebagian kecil kelompok Islam militan. Lebih lanjut lihat Bruce B. Lawrence, Islam Tidak Tunggal: 
Melepaskan Islam Dari Kekerasan, terj. Harimukti Bagoes Oka (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 
2004), 11.  
 

































dengan Tuhannya.74 Melalui eksistensi Covid-19 kesadaran manusia tentang 
kebesaran dan kekuasan-Nya mengejawantah dalam bentuk fokus utama, 
terutama bagi yang bertendensi untuk mengupas makna dibalik takdirnya.75 
Melalui perenungan intens, manusia dapat menjadikan fenomena wabah sebagai 
sarana mengakui berbagai pejajaran di balik peristiwa. Lebih lanjut Bakri 
menulis: 
“Adapun hikmah yang terkandung dalam epistemologi takdir Ilahiyah ini 
bahwa manusia sejatinya harus memohon perlindungan Alah atas segala 
perbuatan yang kita lakukan. Perintah dan larangannya merupakan syariat 
yang menguntungkan hambanya. Dengan mengetahui eksistensi akhlak 
dalam ajaran Islam pada hakikatnya berfungsi mengetahui mana yang baik 
dan mana yang buruk. Tentunya bertujuan memperoleh kebahagiaan hidup 
di dunia dan akhirat.”76 
 
Kendati dari pernyataan di atas tidak dinyatakan dengan tegas konteks 
spesifik dari nalar intuitif, pada intinya, gagasannya bertumpu pada kesadaran diri 
akan eksistensi Maha Kuasa. Kesadaran tersebut bisa diperoleh dengan 
perenungan personal tentang berbagai hal di luar diri manusia, termasuk 
fenomena pandemi ini. Dengan kata lain, manusia mendapat sarana untuk melihat 
eksistensi yang lebih luas tentang kehambaannya. Pada titik ini, dorongan untuk 
menghayati agama secara intiutif pada puncaknya dapat mengantar pada 
 
74 Muhiddin Bakri, “Corona: Menggali Epistemologi Irfani”, dalam A. Nurkidam dkk, Coronalogy: 
Varian Analisis & Konsruksi Opini (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 17. 
75 Ibid., 18. 
76 Ibid., 21. 
 

































kesadaran yang lebih empiris tentang sebuah fenomena. Artinya, perenungan 
intuitif dapat menjadi sarana menuju kesadaran pada tingkat basis keilmuan yang 
lain.  
Pada dataran faktual, level episteme dari individu tentang agama dapat 
menjauhkannya dari virus, sebab, agama tidak hanya kumpulan dogma sakral dan 
serba transenden, ia juga memiliki ajaran dengan visi sosial. Dalam konteks 
pandemi, telah dikeluarkan banyak anjuran—sebagaimana akan dibahas lebih 
lanjut pada bagian selanjutnya—untuk mendahulukan kemaslahatan umum, 
termasuk dengan menjaga jarak dan sebagainya. Dengan demikian, agama tidak 
perlu dipertentangkan dengan wilayah sains yang serba empiris. Alih-alih, bahasa 
agama yang juga berfungsi sebagai perekat sosial dapat berkompromi dengan 
sains. Nalar intuitif atau nalar rasional memperkaya bagaimana seseorang 
merelevansikan ajaran agamanya dengan konteks yang meliputi. Teks nyaris 
tidak bersentuhan dengan konteks bila pemeluk agama terjebak pada kekakuan. 
Alih-alih memproduksi pesan untuk merefleksikan Covid-19 dengan paradigma 
agama, sebagian penganut agama dapat juga kehilangan pijakan dan 
kontraproduktif terhadap bagaimana mengatasi wabah. Dengan demikian, nalar-
reflektif individu diperlukan. 
Tesis Whithead, bahwa agama kehilangan elan vitalnya, dapat benar 
berlaku jika kontekstualisasi terhadap realitas rendah. Dengan pijakan ini, ajaran 
agama harus menjadi kesadaran mula-mula pada level individu untuk 
memproduksi wacana pentingya aksi soliter keberagamaan yang lebih 
 

































menitiktekankan pengalaman spiritual dan refeksi rasional keberagamaan.77 
Menurut Abid Rohmanu, “Saatnya meniru laku sejarah kenabian yang uzlah dan 
khalwat untuk mendapatkan pendakian spiritual.”78 Dari laku tersebut diharapkan 
bisa menguatkan makna dan kesadaran sosial dalam bentuk lahirnya aksi 
produktif untuk memahami dan mengatasi pandemi. Inilah kesadaran yang dapat 
dijajaki oleh masing-masing individu. Muara dampak pandemi, dapat berpotensi 
positif. 
Berbeda dengan dataran epistemik, pada wilayah riil, pengaruh Covid-19 
terhadap keberagamaan cukup nampak. Aturan menjaga jarak, misalnya, telah 
meniadakan salat berjamaah. Dalam hal ini, muazin bahkan dianjurkan untuk 
menambah redaksi azan dengan “s}allu> fi> buyu>tikum”. Ibn Taimiyah dan Ibn 
Qayyim telah mengonfirmasi bahwa hal tersebut sah dilakukan.79 Karena itu, 
dianjurkan bagi muslim untuk membuat tempat salat khusus di rumah masing-
masing. Ruang riil tersebut, atau keseharian dalam bentuk fiqh, memang memberi 
ruang fleksibilitas yang sangat terbuka. Adapun beberapa bab dalam fiqh pandemi 
yang telah dirumuskan antara lain: 
1. Salat memakai masker. Pada dasarnya, memakai penutup mulut ketika salat 
dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan bahwa Nabi 
Muhammad melarang seseorang menutup mulut ketika salat. (HR. Abu Dawud 
643, Ibn Majah 966). Hidung menurut beberapa ulama adalah anggoa wajah 
yang harus menempel pada tempat sujud. Namun, hal ini menjadi boleh, 
 
77 Abid Rohmanu dkk, Nalar Kritis Keberagamaan (Yogyakarta: IRCisoD, 2021), 215. 
78 Ibid. 
79 Khalid bin Ali Al Musyaiqih, Fiqh Covid (Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2020), 28. 
 

































bahkan wajib, jika ada kebutuhan mendesak/darurat, sebab tidak menutup 
kemungkinan terdapat virus pada lantai dan anggota jamaah lain, sedangkan 
memakai masker adalah salah satu usaha untuk menjaga kesehatan bersama.80 
2. Shaf renggang. Pada dasarnya, dianjurkan untuk merapatkan barisan shaf 
ketika salat, dan hukumnya sunnah. Hal ini telah disepakai imam mazhab 
empat. Namun dalam konteks pandemi yang mengharuskan jaga jarak, hal 
tersebut diperbolehkan, bahkan wajib.81 
3. Meniadakan salat jumat. Hukum dasar salat jumat adalah wajib, berdasarkan 
tuntunan Alquran dan hadis. Akan tetapi, jika salat jumat menimbulkan 
perkumpulan manusia dan mengakibatkan bahaya, dengan makin 
menyebarnya virus, maka boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan 
salat jumat, dengan mengganti salat duhur di rumahnya.82 Dan dalam konteks 
inilah riset ini akan membahas lebih lanjut. 
4. Meniadakan salat ID Fitri. Dalam mazhab Imam Ahmad, hukum salat Id 
adalah fardu kifayah. Namun mazhab Abu Hanifah dan dipilih oleh ulama 
besar seperti Ibn al-Qayyim, al-Albani, al-Shaukani salat Id termasuk fardu 
‘ain. Sama seperti salat jumat yang ditiadakan, maka demi menjaga 
keselamatan bersama, salat ‘Id di masjid juga boleh ditinggalkan dan menurut 
Imam Syafi’i, boeh salat dirumah tanpa khutbah. Beberapa ulama lain, seperti 
 
80 Faried F. Saenong dkk, Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah (Jakarta: NUO Publishing, 
2020), 27. 
81 Musyaiqih, Fiqh Covid..., 49-50.  
82 Ibid., 53. 
 

































Imam Hanbali, mengatakan bahwa tidak perlu salat di rumah sebab hal itu 
tidak sah.83 
5. Memandikan jenazah positif Covid-19. Memandikan jenazah orang positif 
Covid-19 boleh dengan disiram saja, tanpa menyentuh. Karena itu, jika jenazah 
dalam kondisi berpakaian, tidak dianjurkan untuk membukanya. Jika 
dimandikan masih tidak memungkinkan, maka boleh tayammum.84 
6. Pernikahan pasien Covid-19. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika 
melangsungkan pernikahan di tengah pandemi adalah memastikan kedua 
mempelai sehat dan terhindari dari Covid-19; tempat pelaksanaan tidak perlu 
luas dan menghindari berkumpulnya banyak orang; tidak mengadakan resepsi 
atau pesta.85 
7. Menunda haji dan umrah. Jika berpegang pada ulama yang wajib 
menyegarakan haji dan umrah, maka ibadah ini dapat ditunda atau diakhirkan. 
Berpegang pada landasan, ‘tidak boleh membayakan diri sendiri dan orang 
lain”, maka kaidah, ‘hukum asal suatu perintah itu adalah untuk menunjukkan 
segera”, dapat dieliminasi.86 
  
 
83 Lihat Saenong dkk, Fikih Pandemi..., 53. 
84 Ibid., 55-56. 
85 Ibid., 90. Lihat juga Musyaiqih, Fiqh Covid..., 92.  
86 Musyaiqih, Fiqh Covid..., 84.  
 

































MUI DAN FATWA IBADAH DI TENGAH PANDEMI 
A. Deskripsi MUI 
1. Sekilas Tentang MUI 
MUI resmi dibentuk pada 26 Juli 1975,1 dengan latar belakang kesadaran 
koletif dari pemerintah dan ulama bahwa Indonesia membutuhkan wadah sekaligus 
pondasi yang kuat untuk kemajuan masyarakat dalam sudut pandang agama, 
sehingga orientasi pembangunan pemerintah dapat berintergrasi dengan membangun 
masyarakat yang berakhlak. MUI berdiri dengan kesepakatan ulama dari berbagai 
wilayah di Indonesia, yang kemudian disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama 
I. Pada pertemuan itu, tertandangani dokumen “Piagam Berdirinya MUI”. Ada 26 
Ulama perwakilan provinsi-provinsi Indonesia, 10 ulama tingkat pusat, 4 ulama dari 
Dinas Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, dan 13 ulama yang tidak 
mewakili organisasi. Total ada 53 ulama.2 
Ulama-ulama yang hadir juga mewakili 10 organisasi Islam terkemuka: NU 
diwakili oleh KH. Muhammad Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit 
Wahid, Syarikat Islam diwakili oleh H. Syafi’i Wirakusumah, Perti diwakili oleh H. 
Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla’ul Anwar 
dihadiri oleh KH. Saleh Su’adi, GUPPI dihadiri oleh KH. S. Qudrotullah, PTDI oleh 
H. Sukarsono, DMI oleh KH. Hasyim Adnan, Al-Ittihadiyah oleh H. Zaenal Arifin 
 
1 Lihat MUI, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995)  
2 Ibid., 52. 
 

































Abbas.3 Dalam situs resminya, pembentukan MUI adalah dalam rangka usaha untuk: 
pertama, memberi pembinaan dan tuntunan terhadap masyarakat Islam di Indonesia 
untuk menciptakan kehidupan beragama yang diridoi Allah. Kedua, memberi nasihat 
dan fatwa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, baik pada 
masyarakat maupun pemerintah sekaligus meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan 
kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketiga, sebagai penghubung dan 
penengah antara ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat 
dan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan. Keempat, membangun relasi 
dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, serta cendekiawan muslim dalam 
membimbing masyarakat.4  
Pada awalnya, dengan rumusan normatif tersebut, MUI tidak melakukan 
banyak kegiatan “praktis” lapangan, seperti mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan 
sepenuhnya dilarang terlibat dalam politik praktis. Kegiatan MUI didominasi 
mengeluarkan fatwa yang relevan dengan masalah aktual masa itu dan memberikan 
bimbingan kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga ini. 
Munas tahunan terus berjalan dan menghasilkan berbagai “produk” fatwa, seperti 
anjuran Keluarga Berencana, kesehatan lingkungan, kependudukan, dan 
semacamnya.5 Buya Hamka menjadi pemimpin pertama MUI, sebelum akhirnya 
mundur pada tahun 1981, dan digantikan oleh KH. Syukri Ghazali.6  
Memasuki tahun 1990 awal, MUI melakukan perluasan ruang lingkup gerak 
organisasi. MUI secara berkala melaksakan program praktis sosial-kemasyarakatan, 
 
3 Lutfi, Kajian Fatwa..., 27-28.  
4 Lihat https://mui.or.id/sejarah-mui/ (diakses tanggal 26 April 2021). 
5 Lutfi, Kajian Fatwa..., 29. 
6 https://mui.or.id/sejarah-mui/ (diakses tanggal 26 April 2021). 
 

































seperti mengirim dai ke wilayah terpencil di Indonesia, atau pada wilayah 
transmigrasi, mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika, 
mendirikan bank muamalat, dan, yang paling dikenal publik, adalah labelisasi halal 
terhadap makanan, baik lokal maupun impor. Poin terakhir ini cukup memberikan 
dampak sosial terhadap masyarakat. Dari label ini sedikit demi sedikit menjadi 
standar untuk menilai kualitas makanan. Pada waktu belakangan, labelisasi ini juga 
berlaku pada produk non-makanan.  
Secara operasional, komisi yang terdapat dalam MUI adalah sebagai 
berikut, yang pertama Komisi Fatwa, kedua : Komisi Ukhuwah Islamiyah, ketiga : 
Komisi Pendidikan Kaderisasi, keempat : Komisi Dakwah, kelima : Komisi 
Pengkajian dan Penelitian, keenam : Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
ketujuh : Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat, kedelapan : Komisi 
Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, kesembilan : Komisi Informasi 
dan Komunikasi, kesepuluh Komisi Kerukunan Umat Beragama, dan yang kesebelas 
: Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama.7  
Semua komisi tersebut, menurut MUI, berada dibawah gerakan yang sama 
untuk mewujudkan visi menciptakan masyarakat yang baik dan memperoleh ridho 
Allah, membentuk tatanan masyarakat bermutu dan berkarakter, agar terwujud 
kejayaan agama Islam dan orang-orang Islam sendiri, khususnya di Indonesia.8 
Sedangkan terkait misi, terdapat tiga poin yang menjadi rumusan. Pertama, 
menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan secara efektif dan tepat, dengan 
menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga dapat mengarahkan dan membimbing 
 
7 https://mui.or.id/pages-2/ (diakses tanggal 26 April 2021). 
8 Lihat Peraturan Organisasi (PO) Hasil Munas 2015 versi PDF. 6-7. 
 

































masyarakat. Kedua, melaksanakan dakwah Islam, khusunya dalam melaksankan 
amar ma’ruf dan nahi mungkar, untuk mewujudkan akhlak yang mulia. Ketiga, 
mengembangkan Ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan guna menciptakan persatuan 
dan kesatuan umat Islam yang terbentuk dalam satu wadah, yakni negara Indonesia.9 
Selain itu, penting untuk digarisbawahi dari konteks deskripsi MUI dalam 
panggung keagamaan masyarakat Indonesia, adalah poin-poin orientatif yang 
merefleksikan berbagai tujuan visioner. Organisasi yang sekarang dipimpin oleh 
KH. Miftahul Achyar ini, memiliki sembilan poin pengabdian: Diniyah, irsyadiyah, 
istijabiyah, hurriyah, ta’awuniyah, syuriyah, tasamuh, qudwah, duwaliah.10 
Sembilan poin ini, selain menjadi orientasi, dapat dilihat dalam kerangka 
paradigmatis MUI dalam menjalankan tugas yang diemban. Diniyah adalah upaya 
MUI untuk mendasari segala gerak-gerik pada nilai ajaran Islam.11 Hal ini tentu 
karena lembaga ini merupakan basis keagamaan. Konsekuensi lebih lanjut dari asas 
pertama ini, semua kejadian akan dilihat dan dinilai dari ajaran agama Islam. 
Irsyadiyah merupakan bentuk ajakan kepada umat Islam kepada kebaikan dan 
mencegah keburukan yang, menurut MUI, mencakup arti yang seluas-luasnya.12 
Meski tidak dijelaskan lebih lanjut arti dari cakupan luas tersebut, namun maksud 
yang dapat disimpulkan adalah menciptakan harmoni sosial berdasarkan ajaran 
agama. 
 
9 Ibid., 7 
10 Ibid., 7-10. 
11 Ibid., 7. 
12 Ibid., 8. 
 

































Istijabiyah adalah usaha untuk memberikan jawaban dan respon positif 
terhadap permaslahan yang timbul di tengah masyarakat.13 Jawaban itu dimunculkan 
dalam prakarsa kebajikan, atau dalam bahasa yang lebih populer, berlomba dalam 
kebaikan. Semua poin di atas, berkorelasi langsung dengan poin keempat, hurriyah, 
yakni independensi MUI.14 Artinya, organisasi ini merdeka dan tidak terikat, apalagi 
terkontaminasi, oleh Lembaga yang lain dalam memutuskan sesuatu, menuangkan 
pikiran, dan menyampaikan pendapat. Ta’awuniyah, orientasi kelima, adalah asas 
yang menjadi pondasi dasar pada diri sendiri untuk menciptkan semangat tolong 
menolong dalam konteks kebajikan, ketakwaan, ketika membela berbagai kelas 
sosial masyarakat, kelas dhuafa misalnya. Menurut MUI, rasa semangat yang kuat 
ini dilakukan atas dasar persaudaraan di seluruh lapisan umat Islam. Karena itu, poin 
ta’awuniyah dapat menjadi sarana mengembangkan persaudaraan kebangsaan.  
Syuriyah, adalah wadah pengabdian MUI yang menitikberatkan pada 
prinsip musyawarah guna mencapai keputusan yang mufakat yang diambil dari 
masyarakat dengan mengembangkan sikap demokratis, akomodatif dan responsif 
terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui 
poin ini, lebih lanjut, dapat diterjemahkan bahwa MUI terbuka dalam membuat 
berbagai keputusan, dan terbuka juga terhadap berbagai masukan. Tasamuh adalah 
wadah pengabdian MUI yang memusatkan sikap toleransi dan sikap yang moderat 




15 Ibid., 9. 
 

































Qudwah, adalah Wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan 
dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk 
kemaslahatan umat.”16 Duwaliyah sebagai bentuk kesadaran MUI bahwa organisasi 
ini adalah anggota masyarakat dunia yang aktif dalam dal perjuangan membentuk 
perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai ajaran Islam.17  
2. Pembentukan MUI: Kontestasi Kepentingan dan Reorientasi Peran 
Dalam pandangan pihak MUI, organisasi ini muncul dengan kesadaran 
bahwa Indonesia membutuhkan wadah bagi ulama untuk menjalankan misi 
profetiknya sebagai pewaris para nabi. Namun tidak sedikit para analis yang 
menyimpulkan kehadiran MUI tidak steril dari kepentingan politik Orde Baru. Gus 
Dur, salah satu tokoh penting Indoensia pun menilai dengan tegas bahwa MUI adalah 
“lembaga semi pemerintah yang didirikan rezim Orde Baru”.18 Menurut Donald 
Porter, sejak 1970-an, pemerintahan Soeharto berusaha menekan aktivitas politik 
Islam yang berpotensi mengganggu pemerintah. Karena itu, para ulama sempat 
menolak karena mereka, menurut Porter, “Curiga bahwa itu adalah upaya lain untuk 
membatasi kegiatan politik Islam”.19 
Soeharto sendiri ikut terlibat aktif dalam mendesak para ulama untuk 
membentuk lembaga ini. Ia menyampaikan maksudnya tersebut setidaknya dalam 
dua kesempatan, pertama saat memberi sambutan penutup dalam acara Lokakarya 
Mubaligh seluruh Indonesia di Jakarta pada 1974, dan disampaikan kembali pada 
 
16 Ibid. 
17 Ibid., 10.  
18 Abdur Rahman Wahid (ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia 
(Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Maarif Institute, 2009), 35.  
19 Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia (London and New York: Routledge 
Curzon, 2002), 77. 
 

































tanggal 24 Mei 1975 saat menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia di istana 
negara.20 Desakan itu ditindak lanjuti oleh Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri 
yang memberi instruksi pada gubernur untuk membentuk dewan ulama dari berbagai 
organisasi besar. Pada Juli 1975, dewan tingkat provinsi inilah yang menjadi anggota 
MUI tingkat pusat.21  
Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI terus berlanjut. 
Poin ini membuat para akademiksi meragukan tingkat independensi MUI atas 
instruksi pemerintah. Ketika memberi sambutan atas terbentuknya organisasi ini, 
Soeharto melarang keterlibatan MUI di dalam panggung politik. MUI harus tetap 
dalam koridor penghubung antara berbagai kalangan muslim dengan pemerintah. 
Dalam posisi ini, pemerintah berpeluang besar untuk mengontrol umat Islam melalui 
institusi ulama “resmi”, atau MUI. Di sisi lain, menurut Fawaizul Umam, fenomena 
ini menepikan kelompok ulama di luar MUI untuk tampil sebagai sarana institusi 
yang absah mewakili kelompoknya dan umat Islam, tentu dalam konteks relasi Islam 
dan negara,22 maupun kepentingan eksistensial-sosial lain. Lebih lanjut Umam 
menulis: 
“Dalam konteks wancan civil society, hal itu membuat kekuatan ulama 
mudah dikooptasi negara karena diandaikan kekuatan ulama resmi hanya 
satu, yakni mereka yang berhimpun di MUI, sedangkan di luarnya 
dipandang sebagai pihak yang harus dikecualikan dari sistem.”23  
 
20 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Dalam Praksis Kebebasan 
Beragama (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 146-147.  
21 Porter, Managing Politics..., 77.  
22 Fawaizul Umam, Kala Beragama..., 147.  
23 Ibid. 
 

































Tilikan di atas merupakan satu anggapan yang cukup tajam karena 
bagaimanapun pada masa tersebut, banyak fatwa yang melegitimasi kepentingan 
pemerintah. Melihat pola tersebut, Porter menilai kemuduran Buya Hamka dari 
kepeimpinan MUI merefleksikan bahwa MUI tidak sepenuhnya independen. Setelah 
keluar dari MUI, Buya Hamka menganjurkan beberapa fatwa untuk dicabut, seperti 
pelarangan mengucapkan atau bahkan menghadiri acara natal. Sejak mundurnya 
Hamka, pemerintah menginstruksikan anggota MUI diisi oleh ulama yang dapat 
berkompromi dengan pemerintah.24 Pada masa awal berdirinya, Menteri Agama, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan bahkan menjadi dewan pembina. 
Secara garis besar, tujuan MUI adalah memperkokoh keamanan bangsa, 
menciptakan rasa kerukunan antar umat beragama, dan membantu pemerintah dalam 
program pembangunan. Salah satu hal yang dapat dilihat adalah peran MUI dalam 
memberikan legitimasi dan inisiatif kepada pemerintah lalu menjelaskannya dalam 
bahasa agama yang dapat dipahami serta diterima oleh komunitas muslim secara 
lebih luas. Dengan kata lain, hal ini dapat berarti bahwa MUI menangkis potensi 
keberatan dari kelompok muslim yang mungkin memilih menentang kebijakan 
pemerintah. Dalam kerangka Porter ini, MUI jelas berada dalam tekanan cukup besar 
untuk membenarkan kebijakan pemerintah dan untuk memenuhi desakan itu, MUI 
membentuk komisi fatwa.25  
 
24 Porter, Managing Politics..., 78.  
25 Ibid. Ali Mufrodi, sebagaimana dikutip oleh Fawaizul Umam, mengkategorikan periode setelah 
Buya Hamka mundur sebagai era II dan III Orde Baru. Pada periode pertama (1975-1980), MUI 
cenderung kritis pada pemerintah. Periode kedua (1980-1985), MUI cenderung bersikap akomodatif. 
Selama periode ketiga sikap akomodatif tetap bertahan, bahkan MUI mengambil sikap kerjasama 
dengan pemerintah. Umam memberikan contoh, bagaimana MUI mencabut fatwa pengharaman intra 
uterine device menyusul pada 1983 ketika pemerintah menilai fatwa pengharaman itu berbahaya bagi 
kesuksesan program KB.  Lihat Umam, Kala Beragama..., 149. Lihat juga Atho Mudzhar, Fatwa-  
 

































Rangkaian analisi di atas dapat mengantarkan pada kesimpulan bahwa 
terdapat kontestasi kepentingan dibalik berdirinya MUI, namun jelas thesis tersebut 
tidak hitam putih. Artinya, betapapun hipotesa itu benar, terdapat beberapa indikasi 
di mana MUI menampilkan kepentingan bertentangan dengan pemerintah. Peran 
MUI periode pertengahan yang dinilai akomodatif terhadap gerak-gerik pemerintah, 
pada 1998, tepatnya pada era reformasi, kesan akomodatif itu tampak berusaha 
dihapus seiring muncul semangat baru bangsa Indonesia dalam euforia reformasi. 
Dengan demikian, MUI mulai me-reorientasi peran sebagai institusi keulamaan 
“negara” yang sering bertindak dibawah pengawasan pemerintah, menjadi benar-
benar independen.  
Pergeseran tersebut tampak konsekuensi logis dari momentum konteks 
reformasi yang sama sekali berbeda dengan konteks di saat MUI terbentuk di bawah 
inisiatif pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2010, MUI 
mendeskripsikan bahwa seiring dengan semangat zaman reformasi, ditandai dengan 
adanya cita-cita yang bertujuan membangun masyarakat Indonesia baru yang 
mempunyai prinsip keadilan, sejahtera, demokratis, dan beradab, hal ini merupakan 
keniscayaan bagi MUI guna meneguhkan jati diri dan usaha menghela proses 
perwujudan peradaban masyarakat khair al-ummah. Pada era mutaakhir inilah, MUI 
menegaskan visi eksistensialnya dengan sembilan orientasi yang telah disebut pada 
bagian sebelumnya.  
Dalam pandangan Umam, upaya reorientasi sedemikian rupa dapat dilacak 
secara jelas terutama melalui corak produksi fatwa dan tausiah yang sejak masa 
reformasi terbilang cukup independen. Dalam konteks politik, misalnya, MUI pernah 
mengeluarkan fatwa bahwa NKRI merupakan bentuk final negara Indonesia; harus 
 

































menggunakan hak suara pemilu, dan sebagainya. Terlepas seberapa besar pengaruh 
fatwa tersebut, langsung maupun tidak, ia telah memperkuat peran sosial-politik 
MUI sebagai konstitusi keulamaan “resmi” yang difasilitasi negara menyangkut isu 
Islam dan politik. Bentuk reorientasi peran lain yang sangat kentara dari MUI adalah 
bentuk reaksinya terhadap aliran keislaman yang “berbeda”. Dalam hal ini, MUI 
tampak mengeluarkan fatwa tanpa kepentingan negara, sebab hal ini lebih banyak 
menyangkut teologi Islam, meskipun pada akhirnya berpengaruh terhadap 
kondusifitas ruang publik.  
Fatwa tersebut lebih lanjut dapat ditilik sebagai anasir MUI terhadap ajaran-
ajaran Islam di luar arus utama. Konsesi ini tampak dijalankan dengan serius oleh 
MUI, salah satu fatwa yang cukup berpengaruh adalah pengharaman terhadap paham 
sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, sebuah fatwa yang kemudian senada 
dengan “ideologi” FPI. Tidak heran dalam konteks fatwa ini keduanya saling 
melengkapi. Sementara sebagian besar orang Indonesia cenderung menghindari 
berurusan dengan kelompok ini, MUI sebenarnya telah menjalin aliansi tidak resmi 
dengan mereka (FPI) mengenai masalah-masalah di mana kedua organisasi memiliki 
agenda bertepatan, dalam konteks ini, untuk melawan Islam liberal dan sekuler, dan 
melindung Islam “sejati”. 26 Fatwa tersebut, tentu saja, dapat menjadi aura legitimasi 
untuk bertindak buruk, baik secara verbal dan fisik, terhadap pihak yang difatwakan.  
Selain fatwa di atas, di tahun 2005 MUI juga mengeluarkan fatwa haram 
terhadap kelompok Ahmadiyah dan, secara tidak langsung, fatwa tersebut menjadi 
legitimasi untuk perbuatan anarkis yang ditujukan untuk Ahmadiyah. MUI kian 
 
26 Greg Fealy and Sally White, “Introduction”, in Greg Fealy and Sally White (ed), Expressing Islam: 
Religious Life and Politics in Indoensia (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 10. 
 

































menunjukkan otoritas independen dalam mengatur aliran teologis yang secara umum 
menegasikan paham minoritas. Secara faktual, alih-alih bertindak atas kepentingan 
negara, pihak pemerintah pun tidak berdaya menjalankan tugas primordialnya untuk 
melindungi warga terdampak.27  
Pada konteks di atas, MUI dapat melepaskan anggapan bahwa lembaga ini 
bekerja hanya untuk kepentingan pemerintah. Kendati demikian, meski fatwa 
terhadap aliran minoritas memunculkan kritik, tidak sedikit pihak yang mendukung 
MUI. Haidar Bagir, misalnya, menilai tindakan MUI sudah tepat, agar umat Islam 
mendapat pengetahuan tentang batasan akidah beragama dengan baik dan benar.28 
Kesimpulan bagian ini adalah, dari berbagai sudut analisis para sarjana, meski 
kontestasi kepentingan dalam tubuh MUI dapat dibenarkan, kendati hal ini tidak 
dapat dilihat secara hitam-putih, terdapat jejak reorientasi MUI di masa belakangan 
yang membuktikan kinerjanya tidak selalu dibawah bayang-bayang pemerintah.  
3. Fungsi Kelembagaan Fatwa MUI 
MUI, dalam Peraturan Organisasi, telah menjelaskan bahwa fatwa MUI 
adalah salah satu peran krusial. MUI dapat mengeluarkan fatwa, baik diminta 
maupun tidak, terkait hal yang tejadi di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai 
lembaga yang berwenang memberi fatwa, MUI mewadahi bentuk-bentuk aspirasi 
 
27 Secara hukum, menurut UUD 1945, pasal 28e dan pasal 29, kebebasan memeluk keyakinan dijamin 
oleh negara. Lihat Nino (ed.), UUD 1945 & Kabinet Kerja 2014-2019 (Jakarta: Salaris, tt), 36-40. 
Namun jaminan negara tersebut terkesan absen dalam ruang publik, melihat banyaknya diskriminasi 
terhadap kelompok minoritas yang seringkali berdasarkan legitimasi fatwa MUI. Menurut laporan 
The Wahid Institute, sepanjang 2015 terdapat konflik berbasis keyakinan agama, yang antara lain 
dilakukan oleh MUI. Lihat The Wahid Institute, Laporan Sementara Dinamika Kebebasan Beragama 
dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2015. Versi PDF. 
28 Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau (Bandung: 
Mizan, 2014), 139-140. 
 

































plural masyarakat Indonesia. Peran fatwa tersebut, berintegrasi dengan enam peran 
lain, sebagaimana tertulis versi MUI dalam Peraturan Organisasi:29 
a. Pewaris tugas nabi 
Tugas para nabi yang dimaksud tidak lain adalah menyebarluaskan ajaran 
Islam serta memperjuangkan terciptanya kehidupan sosial secara bijaksana 
dengan berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas nabi, MUI tetap eksis dengan 
peran profetik: memperjuangkan perubahan supaya berjalan sesuai ajaran Islam, 
meski telah disadari MUI, akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena 
perjuangannya dapat bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan 
peradaban manusia.30  
b. Pembimbing dan pelayan umat 
MUI berperan sebagai khadim al-ummah, yakni bentuk pelayanan kepada 
umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam 
kaitan ini, MUI mengakui harus selalu berperan memenuhi kebutuhan umat, 
secara langsung maupun tidak, terkait tuntunan keagamaan. Begitu pula, MUI 
selalu berusaha tampil di barisan terdepan dalam memperjuangkan aspirasi umat 
dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.31 
c. Penegak amar makruf nahi munkar 
MUI juga berperan sebagai wadah penegakan mengajak pada kebaikan dan 
mencegah keburukan, dengan menekankan kebenaran sebagai kebenaran dan 
kebatilan sebagai kebatilan dengan semangat istiqamah. Hal itu tidak lain 
 
29 Lihat Peraturan Organisasi (PO) Hasil Munas 2015 versi PDF. 10-13.  
30 Ibid. 10 
31 Ibid. 11 
 

































merupakan salah satu bentuk pengabdian MUI bagi perjuangan dakwah yang 
senantiasa berikhtiar memperbaiki kondisi umat.32 
d. Pelopor gerakan tajdid 
Gerakan tajdid dimaksudkan gerakan pemurnian (tashfiyah) dan dinamisasi 
(tatwir) pemikiran Islam. Secara lebih lanjut hal ini dapat dipahami bahwa MUI 
menyadari gerakan dan ideologi dalam tubuh Islam kontemporer sangat jamak, 
seperti yang terjadi di Mesir. Pemikiran-pemikiran progresif tersebut merupakan 
bentuk konsekuensi logis dari gerak zaman bersemangat modern.33 
e. Pelopor gerakan perbaikan umat 
Peran sebagai pelopor perbaikan ini, dalam kerangka MUI, meliputi dua 
poin. Pertama, diejawantahkan dalam konteks juru damai terhadap perbedaan 
pendapat dan gerakan yang ada di umat. Jika terjadi gesekan pendapat, MUI dapat 
melakukan kompromi atau tarjih. Dengan demikian lembaga ini berharap 
semangat persaudaraan tetap terpelihara. Kedua, pionir perbaikan umat dilakukan 
dengan cara membimbing dan memelihara kehidupan umat, terutama tentang 
tauhid, syariah, dan akhlak; penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat; 
berusaha terus-menerus menyatukan umat.34 
f. Pengemban kepemimpinan umat 
MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju 
mundurnya kehidupan bangsa, terutama dalam hal terwujudnya kerukunan umat 
 
32 Ibid. 
33 Ibid., 12 
34 Ibid. 
 

































beragama, perbaikan akhlak bangsa, dan pemberdayaan umat dari segala segi 
kehidupan.35 
Berbagai elemen peran di atas, terkait langsung dengan peran MUI yang 
paling dilihat masyarakat sebagai lembaga mufti kolektif. Artinya, peran fatwa 
MUI secara sosiologis berperan dalam arah kehidupan keagamaan umat. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan resmi MUI, bahwa pengeluaran fatwa mengenai 
masalah agama dan kemasyarakatan harus diberikan dengan hikmah sekaligus 
menyejukkan.36 Selain itu, fatwa MUI adalah “produk” yang paling diserap 
masyarakat. Karena fatwa dapat dijadikan sandaran masyarakat muslim dalam 
menjalankan agamanya terkait persoalan tertentu. Bahkan fatwa kegamaan MUI 
lebih dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dari pada hukum undang-undang 
yang berlaku sekalipun. Fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas 
Indoensia yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Bahkan pemerintah 
memerlukan fatwa MUI terkait kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam 
dengan alasan similar, bahwa mayoritas penduduk beragama Islam. Hukum-
hukum positif UUD memerlukan nilai-nilai Islam dengan pertimbangan kuantitas 
agama penduduk.  
Lebih dari itu, meskipun fatwa MUI tidak menjadi hukum positif di 
Indonesia, namun fatwa MUI telah menjadi sumber hukum materiil dalam 
pembentukan undang-undang perbankan syariah. Sebagai sumber hukum 
materiil, tentu fatwa memiliki fungsi dan peran penting dalam pembentukan 
hukum positif atau hukum perundang-undangan, dengan mengacu pada ketentuan 
 
35 Ibid., 13.  
36 Ibid., 20. 
 

































Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, dimana kegiatan perbankan syariah wajib tunduk pada 
ketentuan syariah. Sedangkan prinsip syariah yang dimaksud diatur harus 
mengacu pada fatwa MUI. pada akhirnya, fatwa tersebut harus dimasukkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia.37  
Mengacu pada poin di atas, secara konstitusional yuridis, fatwa MUI tidak 
mengikat secara hukum positif. Maknanya, jika seseorang tidak mengikuti fatwa 
tersebut, maka tidak mendapat sanksi hukum. Karenanya, fatwa tersebut hanya 
berlaku secara sosiologis berdasarkan keyakinan umat Islam bahwa hal tersebut 
memiliki unsur kebenaran secara agama karena dikeluarkan oleh orang yang 
memang ahli dalam bidang agama. Menurut Suhartono, fatwa MUI hanya 
mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Sebab, praktik ajaran Islam menjadi 
bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, baik dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial politik.  
B. Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Salat Jumat dan Jamaah 
Di tengah pandemi Covid-19, umat Islam menghadapi realitas sosial-
keagamaan yang berbeda, sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya, yang 
telah membuat ulama menulis fiqih pandemi. Berhubungan dengan realitas tersebut, 
MUI sebagai lembaga yang berkecimpung di bidang keagamaan turut serta 
memberikan kerangka solutif bagaimana beribadah secara benar di tengah kondisi 
“new normal”. MUI mengeluarkan fatwa sehubungan dengan pelaksaan salat Jumat 
 
37 Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum 
Pancasila”, dalam al-Ihkam, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2017), 459-460.  
 

































dan jamaah, dua bentuk ibadah yang tidak bisa ditinggalkan pada sisi kultur religi di 
Indonesia. Fatwa tersebut, berisi empat bagian yang saling terkait: menimbang, 
mengingat, memperhatikan, dan memutuskan. Isi utama dari putusan fatwa tersebut 
terdapat dalam ketentuan umum dan rekomendasi:38 
1. Perenggangan saf saat berjamaah 
a. Meluruskan dan merapatkan saf saat salat berjamaah merupakan keutamaan 
dan kesempurnaan berjamaah. 
b. Salat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap 
sah tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah. 
c. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, penerapan physical distancing saat 
salat berjamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, salatnya 
sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut 
sebagai hajat syar’iyyah.  
2. Pelaksanaan salat Jumat 
a. Pada dasarnya salat Jumat hanya boleh dilakukan satu kali di satu masjid 
pada satu kawasan. 
b. Untuk mencegah penularan wabah, maka penyelenggaraan salat Jumat boleh 
menerapkan physical distancing dengan cara perenggangan saf. 
c. Jika salat Jumat tidak tertampung karena adanya penerapan physical 
distancing, maka boleh menyelenggarakan salat Jumat di tempat lain seperti 
musalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. 
 
38 Fatwa MUI No.31, Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Jamaah Untuk 
Mencegah Penularan Wabah COVID-19. 11-12. 
 

































d. Jika masjid tidak dapat menampung dan tempat lain tidak menampung salat 
berjamaah atau tidak ada tempat lain untuk salat Jumat, sidang MUI berbeda 
pendapat: 
1) Jamaah boleh menyelenggarakan salat Jumat di masjid atau tempat lain 
yang telah melaksanakan salat Jumat dengan model shift, dan pelaksanaan 
salat Jumat dengan model shift hukumnya sah. 
2) Atau jamaah dapat melasanakan salat dzuhur, baik secara sendiri maupun 
berjamaah, dan pelaksanaan salat Jumat dengan model shift hukumnya 
tidak sah. 
3. Penggunaan masker saat salat 
a. Mengunakan masker yang menutup hidung saat salat hukumnya boleh dan 
salatnya sah karena hidung bukan anggota badan yang harus menempel pada 
tempat sujud saat salat. 
b. Menutup mulut saat salat hukumnya makruh, kecuali ada hajat syar’iyyah. 
Karena itu, salat dengan memakai masker karena ada hajat mencegah 
penularan hukumnya sah dan tidak makruh.  
Setelah menjelaskan poin di atas, MUI memberikan rekomendasi untuk 
tetap salat dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa 
sajadah sendiri, wudu dari rumah, dan menjaga jarak satu sama lain. Khatib juga 
dianjurkan untuk memperpendek khutbah, dan membaca surah pendek ketika salat, 
untuk memperpendek durasi berkumpul. Sedangkan jamaah yang sakit dianjurkan 
salat di kediaman masing-masing. 
Sebagaimana dirilis secara resmi oleh MUI, fatwa tersebut memuat 
berbagai pertimbangan teks turath, sepert Alquran, hadis, kaidah fiqh dan pendapat 
 

































para ulama, yang terpisah dalam dua bagian (mengingat dan memperhatikan). Dalam 
riset ini poin yang akan dibahas secara spesifik adalah poin yang berkaitan dengan 
Alquran, namun sebagai bentuk komprehensi, akan ditampilkan juga poin tentang 
hadis, fiqh, dan pendapat para ulama.  
1. Landasan Alquran Fatwa MUI 
Beberapa ayat Alquran yang dijadikan dalil oleh MUI adalah ayat-ayat 
tentang kewajiban salat jumat, sebagaimana berikut.39 
a. Al-Jum’ah ayat 9: 






ْوِم ال وِة ِمْن يَّ
ٰ




















“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 
salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.”40 
b. Al-Baqarah ayat 43: 












39 Lihat Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksaan Salat Jumat dan Berjamaah Untuk 
Mencegah Penularan Covid-19. Versi PDF. 1-3.  
40 Alquran dan Terjemahannya, 62:9 
 

































“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang 
yang rukuk.”41 





































































































ِهْيًنا ا   ١٠٢ْيَن َعَذاًبا مُّ
“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka 
(sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, 
maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan 
menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat 
besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah 
mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah 
datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, 
dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-
orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, 
lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan 
 
41 Alquran dan Terjemahannya, 2:43 
 

































senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau 
karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah 
menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” 






















  ٧٧ِلُحْوَن َۚ۩ ُتفْ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 
Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”42 
e. Al-Baqarah ayat 195: 






















“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”43 
f. Al-Baqarah ayat 185: 
 
42 Alquran dan Terjemahannya, 22:77 
43 Alquran dan Terjemahannya, 2:195 
 





































ال َن  ِم  ٰنٍت  ِ
َوَبي  اِس  لنَّ
 










ال َرَمَضاَن  َشْهُر 










َيُصْمُه َۗ َوَمْن ك
ْ



































 (١٨٥: 2) البقرة/  ١٨٥تَْشك
“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Alquran, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 
itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa 
di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit 
atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan 
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”44 
 







ِ َحقَّ ِجَهاِده َۗ ُهَو اْجَتٰبىك



























44 Alquran dan Terjemahannya,2:185 
 



















































ِ َُۗهَو َمْول اْعَتِصُمْوا ِباّٰلله
ِصْيُر ࣖ ۔    ٧٨َوِنْعَم النَّ
“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu 
dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 
menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 
(Alquran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; 
tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah 
Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”45 
h. Al-Taghabun ayat 16: 
ِطْيُعْوا 
َ











ٰۤىَِٕك ُهُم ال ول
ُ
 ١٦َفا
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 
dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan 




45 Alquran dan Terjemahannya, 22:78 
46 Alquran dan Terjemahannya, 64:16 
 

































2. Landasan Hadis Fatwa MUI 
نَ هَ  ا َوَحاُذوا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَارِبُوا بَ ي ْ
َا اْْلََذفُ   47ِِبْْلَْعَناِق، فَ َوالهِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإِّنِ َْلََرى الشهْيطَاَن َيْدُخُل ِمْن َخَلِل الصهفِِ َكَأَّنه
 “Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, beliau bersabda, 
“Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatkanlah dan 
tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam 
genggaman-Nya, sesungguhnya aku melihat setan memasuki di antara sela-sela 
saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam, jenis kambing yang berada di daerah 
Yaman).” HR. Abu Dawud. 
، َأنه النهِبه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: " ُأْعِطيُت ََخًْسا ََلْ يُ ْعَطُهنه َأَحٌد قَ بْ  َأْخََبَََن َجاِبرُ  ِلي: ْبُن َعْبِد اَّللِه
َا رَُجٍل ِمْن أُمهِِت َأْدرَكَ  ْتُه الصهاَلُة ُنِصْرُت ِِبلرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِل اَْلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا، فََأُّيُّ
 48...فَ ْلُيَصلِِ 
“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda, ‘Saya dikaruniai Allah 
lima hal, yang belum pernah dikaruniakan kepada selain saya. saya ditolong 
(dalam peperangan sehingga) perasaan musuh (dalam peperangan) menjadi 
gentar menghadapi saya dalam masa peperangan yang memakan waktu sekitar 
satu bulan, bumi dijadikan tempat salat dan suci bagi saya, dan karenanya, siapa 
 
47 Jalur transmisi lengkap hadis ini lihat Abu> Dawu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, Vol. 1 (Beirut: al-
Maktab al-‘As}riyyah, tt), 179. 
48 Rawi lengkap hadis ini lihat Muh}ammad bin ‘Isma;i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h al-Bukha>ri> 
Vol. 1 (Mis}r: Da>r T{u>q al-Najah, 1990), 74.  
 

































saja dari umatku yang mendapatkan waktu salat, maka hendaklah dia salat (di 
bumi mana saja ia berada)... 
َأْسُجدَ  َأْن  »أُِمْرُت  َعَلْيِه َوَسلهَم:  َصلهى هللاُ  النهِبُّ  قَاَل  قَاَل:  ُهَما،  ُ َعن ْ اَّلله َرِضَي  َعبهاٍس  اْبِن  َعَلى َعِن   
أَنِْفِه َوالَيَدْيِن  َعَلى  بَِيِدِه  َوَأَشاَر  َهِة،  اجلَب ْ َعَلى  َأْعظٍُم  َعِة  َنْكِفَت َسب ْ َواَل  الَقَدَمْْيِ  َوَأْطَراِف   ، َوالرُّْكبَ َتْْيِ
َعرَ   49. الثَِِياَب َوالشه
“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, Nabi SAW bersabda, “Aku diperintahkan untuk 
sujud di atas tujuh anggota badan: kening (lalu beliau menunjuk juga pada 
hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dan kami tidak boleh 
menahan pakaian dan rambut.” HR. Bukhari. 
 
 50.اَلةِ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأْن يُ َغطَِِي الرهُجُل فَاُه ِف الصه 
 “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah melarang orang laki-laki menutup 
mulutnya ketika salat.”   HR. Ibnu Majah. 
 
 
49 Ibid., 162.  
50 Hadis ini dapat dilihat versi lengkap diIbn Ma>jah Abu> ‘Abd Allah, Sunan Ibn Ma>jah, Vol. 1 
(Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Kitab al-‘Arabiyyah, tt), 310.  
 

































ُتُكْم َعنْ  َع َرُسوَل هللِا َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل: »َما ََّنَي ْ ُث، أَنهُه َسَِ َتِنُبوُه ُه، فَاجْ َكاَن أَبُو ُهَريْ َرَة ُُيَدِِ
َا َأْهَلَك الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكثْ َرُة َمَسائِلِ  ِهْم، َواْخِتاَلفُ ُهْم َوَما َأَمْرُتُكْم بِِه فَافْ َعُلوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم، فَِإَّنه
 51.َعَلى أَنِْبَيائِِهمْ 
“Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, “Apa saja yang aku larang 
kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku 
perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. 
Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka 
banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka.” HR. Muslim. 
 
 رَُخُصهُ  تُ ْؤَتى َأنْ  ُيُِبُّ  َوَجله  َعزه  هللاَ  ِإنه : " قَالَ  َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلهى هللاِ  َرُسولَ  َأنه  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ 
 52". َعَزائُِمهُ  تُ ْؤَتى َأنْ  ُيُِبُّ  َكَما
“Dari ibn ‘Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah 
suka untu dikerjakan rukhsah-nya, demikian juga Allah suka dikerjakan 
perintahnya.” HR. Al-Baihaqi. 
 
 
51 Lihat versi asli di Muslim bin H{ajja>j, S{ah}i>h Muslim, Vol 4 (Beirut: Da>r Ihya>’ Turath al-
‘Arabi>, 1990), 1830.  
52 Transimidi lengkap dapat dilihat pada Ah}mad bin H{usayn al-Baihaqi>, Sunan al-Kubra>, Vol. 
3 (Beirut: Da>r al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 2009), 200.  
 

































ِإنه اَّللهَ ُيُِبُّ َأْن تُ ْؤَتى رَُخُصُه، َكَما َيْكَرُه "َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم: 
 53."َأْن تُ ْؤَتى َمْعِصيَ ُتهُ 
“Dari Ibn ‘Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah 
suka dikerjakan rukhsahnya, sebagaimana Allah apabila maksiat dilakukan.” 
 
 54. ”اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ “َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِِ , َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم , قَاَل:  
“Dari Abi> Sa’i>d al-Khudri>, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” 
3. Landasan Kaidah Fiqhiah 
MUI menggunakan delapan kaidah ilmu fiqh, yang semuanya cukup 
relevan dengan konteks pembahasan salat berjamaah di tenga pandemi, 
sebagaimana daftar berikut:55 
No Kaidah Arti 
 Kemudaratan harus dihilangkan الضهَرُر يُ َزالُ  1
 
53 Abu> ‘Abd Allah Ah}mad, Musnad al-Imam Ah}mad, Vol. 10 (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 
2001), 107.  
54 Abu> al-H{asan ‘Ali Dara>qut}ni>, Sunan Dara>qut}ni>, Vol. 4 (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 
2004), 51. 
55 Lihat Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksaan Salat Jumat dan Berjamaah Untuk 
Mencegah Penularan Covid-19. Versi PDF. 5.  
 

































ٌم على َجلِب املََصاِلحِ  2  Menolak mafsadah didahulukan َدرُء املََفاِسِد ُمَقده
dari pada kemaslahatan. 
 Kesulitan membawa kepada املَشَقُة ََتِْلُب الَتيِسرُ  3
kemudahan. 
 Kemudaratan harus sedapat الضهرُر يُدَفُع بَِقدِر ااِلمَكانِ  4
mungkin dihindarkan. 
ُر بَِقَدارَِها  5  Kemudaratan dibatasi sesuai الضهرورَُة تُ َقده
kadarnya. 
 Sesuatu ketika sulit, menjadi َضاقَ  ااَلمُر إَذا َضا َق اتهَسعَ  6
longgar, dan ketika longgar, 
menjadi sulit. 
 Kebijakan pemimpin terhadap َتَصرُُّف ااِلَماِم َعلى الرهِعيهِة َمُنوٌط ِِبملَصلَحةِ  7
rakyat harus mengikuti 
kemaslahatan. 
 Apa yang tidak dapat diperoleh َما اَل يُدَرُك ُكله اَل ُيْْتَُك ُكله  8
seluruhnya tidak dapat ditinggal 
seluruhnya. 
 
4. Landasan Pendapat Fuqaha Fatwa MUI   
Pengutipan pendapat ahli fiqih oleh MUI, terkait empat hal, saf salat, salat 
jumpat di beberapa tempat, anggota tubuh ketika sujud, dan pelaksaan salat jumat 
dua gelombang. Saf salat tentu terkait dengan keharusan menjaga jarak, pendapat 
yang dikutip antara lain dari al-Ramli, dalam kitab Nihayah al-Muhtaj ila Sharh 
 

































a;-Minhaj, bahwa ketika seorang jamaah memuat saf baru dalam salat padahal saf 
di depannya belum sempurna, orang tersebut masih mendapat keutamaan salat 
berjamaah. Pendapat ini, tentu berlainan dengan pendapat ulama kebanyakan yang 
mengatakan bahwa kerapatan saf termasuk kesempurnaan salat, sebagaimana hadis 
yang telah disebut pada bagian sebelumnya. Dalam konteks yang sama, MUI 
mengutip pendapat al-Ramli tentang hukum seseorang yang berdiri sendiri dalam 
barisan saf. Menurut al-Ramli hukumnya adalah makruh, dan tidak wajib bagi 
orang ini untuk mengulangi salatnya, meski terdapat kesunnahan untuk mengulangi 
salat tersebut.  
Masih menurut al-Ramli, MUI mendasarkan pendapatnya terkait hal 
keutamaan meluruskan saf, yang terdapat pengecualian tertentu, misalnya cuaca 
panas di masjidil haram, maka tidak masalah jika saf tidak lurus atau rapi. MUI 
masih menutup bab saf dengan pendapat dari Ibn Alan yang berpandangan bahwa 
jika saf berjarak longgar, hal tersebut tidak maslah selama dalam konteks keadaan 
tidak memungkinkan, dalam hal ini Ibn Alan mencontohkan cuaca yang sangat 
panas atau sangat dingin. Susunan pendapat ini, dengan demikian, pada akhirnya 
mengantarkan pada fatwa untuk diperbolehkannya menjaga jarak dalam saf agar 
tidak rapat, tanpa mengurangi keutamaan salat berjamaah itu sendiri.  
Poin beriutnya, MUI mendekripsikan pendapat relevan para fuqaha 
tentang salat jumat di beberapa tempat. Pendapat pertama dikutip MUI dari al-
Kasani, kebolehan salat Jumat di dua tempat cukup masyhur dikalangan ulama 
berdasarkan riwayat bahwa Khalifah Ali pernah keluar ke lapangan/gurun untuk 
salat id, sembari pada waktu bersamaan mengutus sahabat lain untuk menjadi imam 
salat id kawasan kota. Al-Kisani, mengutip riwayat dari Muhammad, mendapati 
 

































kesimpulan boleh secara mutlaq salat di tiga tempat, dalam keadaan darurat.56 
Selain itu, MUI mengutip pendapat Imam Ibn ‘Abidin yang berpandangan bahwa 
salat Jumat boleh dilakukan di banyak tempat dalam satu daerah, hal ini 
sebagaimana dipahami berdasar madzhab Imam Hanafi.57 
Berdasarkan pendapat dari kalangan Imam Syafii, MUI mengutip 
pendapat Imam Nawawi, yang memperbolehkan salat Jumat pada dua lokasi atau 
lebih, selama keadaan dan tingkat kesukaran mendesak untuk berbuat demikian. 
MUI juga mengutip pendapat kalangan Hanbali dari al-Murawadi, yang juga 
memperbolehkan melaksakan salat Jumat di banyak tempat, selama terdapat hajat. 
Sebagai penutup bagian ini, MUI juga mengutip pendapat Syamsul Haq, ialah 
pandangan bahwa pelaksanaan salat Jumat tidak harus dalam masjid, sebab masjid 
bukan syarat dari pelaksanaan salat Jumat. Berbagai rangkaian pendapat tersebut 
berbenangmerah sama, yakni kebolehan salat jumat di beberapa tempat dalam satu 
daerah, dan tidak harus dilaksanakan di masjid.  
Setelah dua pembahasan di atas, MUI menampilan pendapat tentang 
menutup mulut dan wajah ketika salat. Al-Mawardi adalah ulama pertama yang 
dikutip dan menjelaskan bahwa kewajiban anggota tubuh yang harus menyentuh 
bumi ketika sujud adalah kening, bukan hidung, meski dalam pandangan lain, Ibn 
Jubair, misalnya, mewajibkan hidung juga menempel. Imam Abu Hanifah, dalam 
konteks ini berpendapat bahwa keharusan sujud terkait salah satu antara kening dan 
hidung. Menurut al-Nawawi, sebagaimana dikutip MUI, laki-laki dihukumi 
 
56 Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksaan Salat Jumat dan Berjamaah Untuk Mencegah 
Penularan Covid-19. Versi PDF. 7. 
57 Ibid. 
 

































makruh menutup mulut ketika salat sebagaimana riwayat Abu Hurairah yang 
melarang laki-laki untuk menutup mulut ketika salat. Hal itu juga berlaku bagi 
perempuan, karena wajah perempuan bukan aurat ketika salat. Terkait dengan 
pemakaian masker yang artinya menutup mulut, MUI mengutip pendapat al-
Bahuty yang memperbolehkan menutup wajah atau mulut—tanpa hukum 
makruh—selama terdapat hajat.58  
 
 
58 Ibid., 9-10.  
 

































ANALISIS IMPLEMENTATIF DALIL ALQURAN DALAM FATWA MUI 
A. Tafsir Ayat-Ayat Alquran Dalam Fatwa MUI 
1. Al-Jumu’ah Ayat 9 






ْوِم ال وِة ِمْن يَّ
ٰ




















“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 
salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.”1 
 
a. Makna kosakata 
 ,Kata ini menurut al-Shauka>ni>, memiliki beberapa makna :الجمعة
seperti berkumpul, dalam arti berkumpulnya banyak orang untuk melaksanakan 
salat Jumat berjamaah.2 Arti ini sebagaimana juga dikemukakan oleh Ibn Kathi>r. 
Kata ini juga berarti hari di mana Allah menciptakan segala sesuatu, sehingga 
semua makhluk berkumpul. Bacaan dhummah pada huruf mim, menurut Ibn 
 
1 Alquran dan Terjemahannya, 62:9 
2 Muh}ammad bin ‘Ali> ‘Abd Allah al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 5 (Damaskus-Beirut: Da>r 
Ibn Kathi>r, 1990), 270.  
 

































‘Ashu>r adalah bacaan paling masyhur dari dialek Hijaz, kata tersebut juga bisa 
dibaca dengan mim yang sukun, mengikuti dialek Banu> ‘Uqail.3 
 Quraish Shihab mengartikan susunan—terkait konteks spesifik :ذكر هللا
dalam surah ini—dengan salat dan khutbah, karena itulah surah ini menggunakan 
kata dzikr Allah.4  
 Masih menurut Quraish Shihab, kata ini terambil dari sa’a> yang :فاسعوا
bermakna “berjalan cepat”, tetapi bukan berlari. Namun makna tersebut bukan 
yang dimaksud dalam surah ini, bahkan Rasulullah menganjurkan untuk menuju 
masjid dengan tenang dan wibawa. Beberapa ulama mengartikan kata ini dengan 
menuju masjid berjalan kaki, meski hal tersebut tentu bukan syarat, melainkan 
hanya anjuran.5  
b. Tafsir Keseluruhan 
Menurut Ibn ‘Ashu>r, ayat di atas merupakan inti atau maksud dari surah 
al-Jum’ah, sedangkan ayat-ayat sebelumnya, bisa diposisikan sebagai pengantar 
untuk ayat ke sembilan ini. Huruf lam dari kata  للصَّالة merupakan lam ta’lil, yang 
menurut Ibn ‘Ashu>r difungsikan untuk nada>, atau memanggil guna 
melaksanakan salat Jumat, panggilan ini, dengan demikian, berarti juga sebagai 
adzan.6 Salat Jumat juga berfungsi sebagai sarana umat Islam beribadah secara 
bersama-sama, seperti umat Yahudi pada hari Sabtu, dan Kristen pada hari 
Minggu. Namun demikian, ibadah salat Jumat tidak hanya sarana “berkumpul”, 
 
3 Muh}ammad T{a>hi>r Ibn ‘Ashu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Vol. 28 (Tu>nis: Da>r 
Tunisiyyah, 1984), 219. 
4 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol. 14 (Jakarta; 
Lentera Hati, 2005), 230.  
5 Ibid., 231.  
6 Ibn ‘Ashu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Vol. 28..., 219.  
 

































lebih dari itu, ibadah ini harus diresapi sedemikian rupa mulai dari berangkat 
hingga pulang, hal demikian sebagaimana ditegaskan al-Shauka>ni>, dengan 
mengutip al-Hasan, bahwa makna kata sa’a> bukan berarti berjalan dengan kaki, 
namun “menuju dengan niat dan hati”,7 dengan kata lain, hari raya umat Islam ini 
tidak berorientasi seremonial. 
Quraish Shihab membuka tafsir ayat di atas dengan pemaknaan global 
yang cukup deskriptif:  
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan adzan 
oleh siapa pun untuk sholat pada dzhuhur hari Jumat, maka bergegaslah 
kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, 
untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan kutbah Jum’at, dan 
tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan 
kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian 
terhadap upacara Jum’at. Demikian itulah yakni menghadiri acara Jum’at, 
yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui kebaikannya pastilah kamu 
mengindahkan perintah ini.”8 
 
Ia juga menambahkan bahwa ayat di atas ditujukan kepada orang-orang 
beriman, yang mencakup pria dan wanita, baik mukimin maupun musafir. Meski 
terdapat hadis yang tidak menganjurkan wanita untuk melaksanakan salat Jumat, 
tetapi pada masa nabi, telah menjadi kewajaran bagi wanita untuk menghadiri 
 
7 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 5..., 271. Riwayat yang sama pernah dikemukakan juga 
sebelumnya oleh al-Razi. Lihat Fakr al-Di>n al-Ra>zi, Tafsi>r al-Kabi>r: Mafa>tih} al-G{aib, Vol. 
30 (Beirut: D>a>r Ihya>’ al-Turath al-‘Arabi>, 2001), 542.   
8 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 14…, 230. 
 

































salat Jumat. Tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili juga 
membuka penejelasan ayat ini—setelah mendahului dengan penjelasan parsial—
dengan kewajiban bergegas salat Jumat, sebagaimana ditulis: 
ن للجمعة، فبادروا إىل السعي أو املضي إىل ذكر هللا وهو اْلطبة وصالة اجلمعة ِف املساجد إذا أذ
اجلامعة، بعد اإلعداد لذلك والتهيؤ للصالة ِبلغسل والوضوء والطيب واللباس اجلديد أو النظيف 
 9. اْلبيض وحنوها، واتركوا البيع وسائر أوجه املعامالت من إجارة وشركة وحنومها
“Ketika adzan salat Jumat, bergegaslah kalian untuk berangkat mengingat 
Allah, yakni khutbah dan salat Jumat, di masjid-masjid jami’, setelah 
sebelumnya mempersiapkan diri untuk salat Jumat seperti mandi, wudhu, 
menggunakan parfum, mengenakan pakaian yang baru atau bersih dan 
berwarna putih dan lain sebagainya. Tinggalkanlah aktivitas ekonomi seperti 
ijarah, syarikah, maupun yang lain.”  
 
Sejalan dengan itu, Ibn Kathi>r berpandangan, berdasarkan ayat inilah 
para ulama mengharamkan jual beli saat adzan kedua terkumandangkan.10 Setelah 
menegaskan keharusan melaksanakan salat Jumat, Wahbah Zuhaili, seperti juga 
Quraish Shihab, menjelaskan bahwa meninggalkan jual beli hanya bersifat 
sementara karena setelah itu umat Islam diperbolehkan untuk melakukan atau 
melanjutkan kegiatan ekonomi jual-beli.11 Keseluruhan tafsir ayat ini, 
 
9 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>’ah wa al-
Manhaj, Vol. 28 (Damaskus: Da>r Fikr al-Ma’a>s}ir, 2001), 197.  
10 Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Adzi>m, Vol. 8 (TP: Da>r 
T{ayyibah, 1999), 122. 
11 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r..., 197; Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol 14…, 230. 
 

































menjelaskan bahwa salat Jumat harus dihadiri dengan hati yang khusyu’, 
berpenampilan secara patut, dan meninggalkan aktivitas dunia. Dengan demikian, 
salat Jumat tidak kurang dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk menjadi 
oase spiritual bagi umat Islam.  
2. Al-Baqarah Ayat 43 











“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang 
yang rukuk.”12 
 
a. Makna kosakata 
 ,kata ini secara etimologi, menurut al-Shauka>ni> berarti doa :الصالة
yang berasal dari s}alla-yus}alli.13 Pendapat lain mengatakan kata ini bermakna 
urat yang berada di tengah punggung, arti ini berasal dari kata al-s}ala>.14 Kata 
ini juga memiliki arti “urutan kedua pada pacuan kuda”. Menurut al-Shauka>ni>, 
kemungkinan makna tersebut karena salat merupakan rukun kedua setelah 
syahadat.15 Meskipun demikian makna yang kuat dan selalu dikemukakan 
mufassir adalah makna pertama.  
 .diambil dari kata zaka> yang berarti tumbuh atau berkembang :الزكة
Dalam frasa “lelaki itu berkembang menjadi lebih baik,” kata zaka juga dapat 
 
12 Alquran dan Terjemahannya, 2:43 
13 Muh}ammad bin ‘Ali> ‘Abd Allah al-Shauka>ni>., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1 (Damaskus-Beirut: 
Da>r Ibn Kathi>r, 1990), 42.  
14 Ibid. 
15 Ibid.  
 

































diterapkan. Sedangkan الركع bermakna al-inhina>’, yakni membungkuk atau 
bengkok, dan setiap yang membungkuk disebut ra>ki’. Pendapat lain mengatakan 
kata ini juga termasuk bermakna ruku’ sekaligus sujud.16  
b. Tafsir Keseluruhan 
Perintah salat pada ayat ini adalah refleksi lebih lanjut dari kebesaran 
akidah islam, setelah iman dan syahadat. MenurutIbn ‘Ashu>r, perintah salat dan 
zakat, merupakan bukti bahwa seseorang mengagungkan Allah, hal demikian, 
menurutnya, tidak dilakukan oleh orang musyrik. Terlebih perbuatan zakat, yang 
pada dataran awal tampak seperti mengurangi harta yang telah dikumpulkan, 
tidak akan pernah dilakukan jika orang tersebut tidak benar-benar mengimani 
ajaran agama.17 Perintah salat pada ayat di atas, dalam terjemahan bahasa 
Indonesia, diartikan dengan “dirikanlah salat”, hal ini menurut Quraish Shihab 
tidak tepat, karena arti yang sebenarnya adalah melakukan salat dengan baik dan 
benar, giat, sesuai tuntunan, dan sepenuhnya berusaha khusyuk. Dengan 
demikian, menggarisbawahi pernyataan Ibn ‘Ashu>r, pengagungan terhadap 
Allah melalui salat harus dilakukan dengan baik dan benar.  
Ayat ini juga menyebut perintah untuk menunaikan zakat. Meskipun pada 
dasarnya membayar zakat mengurangi harta, menurut al-Shauka>ni>, keberkahan 
akan hadir sebagai ganti, karena zakat juga berarti bertambah, maka pada dataran 
ontologis-iman, seorang muslim seyogyanya percaya akan perintah zakat tidak 
akan mengurangi nilai kekayaan, bahkan harta tersebut dapat tersucikan, 
 
16 Ibid., 90.  
17 Lihat Muh}ammad T{a>hi>r Ibn ‘Ashu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Vol. 1 (Tu>nis: Da>r 
Tunisiyyah, 1984), 473.  
 

































sebagaimana salah satu arti dari kata zakat itu sendiri. Meskipun para ulama 
berbeda pendapat tentang makna zakat disini apakah zakat harta atau zakat fitrah, 
namun imam al-Shauka>ni> mengajukan pendapat bahwa zakat yang dimaksud 
lebih umum dari sekedar zakat wajib atau zakat fitrah. Artinya, al-Shauka>ni> 
melihatnya sebagai kewajiban mengeluarkan harta sebagai sarana ekspresi iman. 
Lebih dari sekedar persoalan iman, menurut Wahbah Zuhaili, zakat tidak kurang 
sebagai sarana solidaritas sosial sesama muslim, di mana orang kaya membantu 
orang miskin.18  
Penyebutan rukuk pada ayat ini, menurut banyak mufassir, berfungsi 
sebagai penegasan dari perintah salat itu sendiri, yang harus sesuai dengan 
tuntunan syariat. Rukuk juga diwajibkan dalam ibadah karena  ia tidak dilakan 
oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka.19 Pendapat lain, menurut al-
Shauka>ni>, karena rukuk adalah pekerjaan berat bagi orang Jahiliyah karena 
sifat egoisme mereka. Pada ujung ayat ini, dianjurkan melakukan rukuk bersama 
raki’i>n, salah satu maksud penggalan tersebut bahwa orang muslim dianjurkan 
untuk melakukan salat secara berjamaah.20 Dalam artikulasi lain, Ibn Kathi>r 
memahami ujung ayat ini sebagai isyarat untuk bersama-sama dalam melakukan 
kebaikan, dan di antara banyak amal baik, salat termasuk amalan terbaik. Karena 
 
18 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>’ah wa al-
Manhaj, Vol. 1 (Damaskus: Da>r Fikr al-Ma’a>s}ir, 2001), 152.  
19 Ibra>him bin ‘Umar al-Biqa>’i>, Nazm al-Dura>r fi. Tana>sub al-Ayah wa al-Suwar, Vol. 1 
(Kairo: Da>r al-Kitab al-Isla>mi, tt), 332. 
20 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 90.  
 

































itu, berdasarkan ayat ini, Ibn Kathi>r menyebut bahwa banyak ulama yang 
menjadikannya dalil kewajiban salat berjamaah.21 






























































ْسِلَحَتُهْم َۚ َودَّ ال
َ
 ِحْذَرُهْم َوا





































  ١٠٢َتَضُعْوْٓا ا
“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka 
(sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, 
maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan 
menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat 
besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah 
mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah 
datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, 
dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-
orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, 
lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan 
senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau 
 
21 Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Adzi>m, Vol. 1 (TP: Da>r 
T{ayyibah, 1999), 246. 
 

































karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah 
menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”22 
a. Makna kata kunci 
الصالة لهم   Makna dalam ayat ini, menurut al-Shauka>ni, adalah :فأمقمت 
keinginan untuk melaksakan salat. Sedangkan menurut wahbah Zuhaili, adalah 
iqamah salat yang dikumandangkan sebagai tanda hendak dimulainya salat, 
penggunaan konteks ayat ini berlaku hanya sebagai kebiasaan Alquran ketika 
berbicara kepada khitab, sehingga tidak memberikan satu pengertian konotatif. 23 
 adalah bentuk jamak dari kata sila>h} yang berarti setiap bentuk :اسلحة
senjata untuk berperang, baik senjata kuno seperti tombak, panah, meriam, 
maupun senjata dalam konteks modern, seperti pistol.24 
b. Asbab al-nuzul 
Ayat ini turun ketika dalam kondisi peperangan di ‘Asfan. Ketika itu 
pasukan Rasulullah menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Siang hari, 
Rasulullah melaksanakan salat, sedangkan posisi musuh berada dalam arah kiblat, 
melihat hal ini pihak musuh beranggapan kondisi muslimin sedang lengah karena 
ibadah salat, menurut mereka, adalah ritual “yang lebih mereka cintai daripada 
anak-anak dan jiwa mereka sendiri”. Lalu turun surah al-Nisa’ ayat 102, sebelum 
waktu salat asar tiba. Maka bertepatan dengan salat asar, umat muslimin salat 
dengan tata cara salat khauf.25 
 
22 Alquran dan Terjemahannya, 4:102 
23 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Tafsi>r l-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>’ah wa al-
Manhaj, Vol. 5 (Damaskus: Da>r Fikr al-Ma’a>s}ir, 2001), 235.  
24 Ibid. 
25 Lihat Ibid; Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Adzi>m, Vol. 2 (TP: 
Da>r T{ayyibah, 1999), 400.  
 

































c. Tafsir keseluruhan 
Banyak mufassir menjelaskan ayat di atas dengan penjelasan tentang tata 
cara shalat khauf, seperti al-Shauka>ni> dan Ibn Kathi>r. Ayat ini menurut al-
Shauka>ni>, pada awalnya ditujukan spesifik kepada Rasulullah, namun para 
sahabat juga pernah melakukan salat khauf, dengan demikian ayat ini juga berlaku 
untuk khitab yang lebih luas, termasuk untuk umat sekarang.26 Rasulullah 
setidaknya pernah melakukan salat ini dalam sepuluh tempat, beberapa ulama lain 
seperti Ibn al-‘Arabi mengatakan Rasulullah pernah melakukannya sebanyak 24 
kali.27 Penggalan awal ayat ini, menjelaskan bahwa dalam kondisi perang, umat 
muslim diperbolehkan untuk membagi kelompok menjadi dua bagian, hal 
tersebut dilakukan agar ketika kelompok pertama melakukan salat, kelompok 
kedua bertugas menjaga keamanan dengan senjata yang siaga, demikian 
sebaliknya, ketika kelompok pertama mengambil giliran berjaga, kelompok 
pertama melaksanakan salat, sedangkan salat ini tidak dilakukan dalam dua waktu 
yang berbeda.  
al-Shauka>ni> menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama, 
tentang apakah kelompok yang salat tetap harus membawa senjata atau tidak. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa membawa senjata ketika salat tidak sah 
salatnya, namun menurut al-Shauka>ni>, pendapat ini tidak kuat, karena ayat ini 
jelas memerintahkan untuk menyandang senjata dengan siap siaga. Dengan 
menyandang senjata, dapat membuat musuh berpikiran bahwa umat muslimin 
tetap dalam kondisi siaga meski dalam keadaan beribadah, dan memang harus 
 
26 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 559. 
27 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol 2…, 569.  
 

































siap siaga.28 Bahkan, mengutip al-Zahir, al-Shauka>ni> mengatakan menyandang 
senjata adalah wajib.  
Wahbah Zuhaili, menjelaskan tata cara salat khauf berdasarkan ayat ini 
sebagai berikut:  
“Apabila kamu Muhammad, atau serorang pemimpin menempati posisimu, 
berada di tengah kaum muslimin dan hendak melaksanakan salat dengan 
meneyeru mereka dengan iqaha, pertama, bagilah pasukan yang ada menjadi 
dua kelompok, kelompok pertama salat berjamaah bersamamu pada rakaat 
pertama, dalam kondisi tetap dengan senjata mereka, sehingga ketika salat 
usai mereka siaga terhadap musuh yang bisa datang kapan saja. Ketika 
kelompok pertama sujud, maka kondisi inilah yang sangat membutuhkan 
penjagaan dari kelompok kedua. Kemudian kelompok kedua bergabung 
bersamamu pada rakaat kedua, juga dalam kondisi siaga dengan memanggul 
senjata. Dan pada tasyahud akhir, kamu menunggu kelompok kedua untuk 
salam bersama.”29 
 
Sejatinya, melalui ayat ini, Zuhaili menjelaskan bahwa terkandung dalil 
keharusan berikhtiar dan mengusahakan sebab-akibat, untuk mencapai 
keselamatan, tanpa meninggalkan bentuk-bentuk spiritualitas ibadah wajib. 
Ibadah salat khauf yang dilaksanakan dalam kondisi menegangkan, dapat 
dilanjutkan dengan ibadah zikir, mengingat Allah baik dalam kondisi duduk, 
 
28 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 560. 
29 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>’ah wa al-
Manhaj, Vol. 5 (Damaskus: Da>r Fikr al-Ma’a>s}ir, 2001), 246.  
 

































berdiri, maupun berbaring. Zikir ini terbagi menjadi dua. Pertama, zikir dengan 
hati dan pikiran, dengan cara mengingat janji Allah untuk menolong kaum 
muslimin. Kedua, zikir dengan lisan, dengan mengucap hamdalah, takbir, syukur. 
Zikir dengan hati merenungkan kekuasaan, keindahan, dan hikmah ciptaan Allah. 
Sedang zikir lisan mengingat Allah. Hikmah zikir setelah salat khauf ini adalah 
supaya muslimin tetap memiliki ikatan batin dengan Allah dalam setiap keadaan, 
sebab zikir adalah instrumen keberuntungan. Zikir juga berfungsi sebagai media 
untuk memunculkan ketaatan.30  
Salat dan zikir dalam kondisi darurat ini, adalah bentuk kewajiban 
ibadah, di mana tidak ada kewajiban yang ditekankan kecuali telah disediakan 
pahala.31 Hal ini menandakan bahwa salat adalah kewajiban dalam bentuk 
permanen yang tidak boleh ditinggalkan dalam berbagai kondisi. Dan salat dapat 
dilaksanakan dalam berbagai bentuk menandakan bahwa terdapat banyak 
keringanan dalam menjalankan ibadah. Bahkan meski dalam ayat tersebut 
diperintahkan membawa senjata, hal tersebut bisa ditinggalkan jika memang 
memberatkan muslimin. Tidak ada dosa atas muslimin meletakkan senjata karena 
kepayahan turun hujan, sakit, atau uzur.32 Dengan demikian, dari tafsir di atas 
dapat disimpulkan maksud utama ayat ini adalah sikap waspada kaum muslimin 
terhadap musuh yang dapat menyebabkan kemudaratan, dan bentuk fleksibelitas 
dalam menjalani ibadah wajib.  
 
30 Ibid., 249. 
31 Ibid. 
32 Ibid.  
 

































4. Al-Hajj Ayat 77  
 




















َربَّك َواْعُبُدْوا  ُجُدْوا 
  ٧٧ُتْفِلُحْوَن َۚ۩ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 
Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”33 
 
a. Makna Kata Kunci 
وسجدوا  ,Bermakna salatlah kalian.34 Menurut Ibn ‘Ashu>r :اركعوا 
penyebutan ini sebagai pengkhususan dari bentuk zikir dalam salat.35   
 Esakanlah Tuhan kalian dan sembahlah dengan berbagai :واعبدوا ربكم
bentuk ibadah lain.36 Kata ini juga bermakna perintah kepada manusia untuk 
menyembah-Nya, seperti bentuk ibadah lain, misalnya zakat dan puasa.37 
 dan berbuatlah lebih baik dan lebih utama menyangkut amalan :وافعل الخير
sunnah, menyambung tali persaudaraan, dan perilaku mulia.38 
b. Munasabah 
Menurut al-Biqa’i, seperti yang dinukil oleh Quraish Shihab, ayat ini 
masih mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang 
 
33 Alquran dan Terjemahannya, 22:77 
34 Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>’ah wa al-
Manhaj, Vol. 17 (Damaskus: Da>r Fikr al-Ma’a>s}ir, 2001), 282. 
35 Muh}ammad T{a>hi>r Ibn ‘Ashu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Vol. 17 (Tu>nis: Da>r 
Tunisiyyah, 1984), 346 
36 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 17..., 282.  
37 Ibn ‘Ashu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Vol. 17..., 346. 
38 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 17..., 282. 
 

































kekuasaan dan wewenang-Nya; bahwa Allah telah menyempurnakan agama; 
memelihara Rasul, dan memberi kebebasan kepada siapa saja untuk menganut 
agama apapun, dan diakhiri dengan dorongan dan perintah. Baru setelah itu, al-
Biqa’i mejelaskan, sebagaimana para penguasa yang telah menjelaskan 
kekuasaannya, tentulah akan datang kelompok orang yang datang untuk siap 
mematuhi perintah raja. Kepada yang siap menjalankah perintah itulah, ayat 77 
ini ditujukan.39 Dengan demikian, ayat ini dengan ayat sebelumnya berkaitan 
dengan perintah ibadah, yakni salat.  
c. Tafsir Keselurhan 
Ibn ‘Ashu>r menjelaskan, bahwa pembukaan ayat ini dimulai dengan 
khitab kepada seluruh manusia, dan dilanjutkan tentang kesesatan orang 
musyrik menyangkut masalah akidah, lalu surah ini ditutup dengan penghujung 
ayat yang khitabnya ditujukan kepada orang-orang beriman, serta perintah untuk 
ibadah. Urutan ini, menurut Ibn ‘Ashu>r menunjukkan bahwa perkara yang 
berkaitan dengan akidah bagaimanapun lebih penting sebelum hal-hal yang 
menyangkut ibadah amaliah.40 Ibn ‘Ashu>r tidak banyak mendiskusikan ayat 
ini, setelah ia menjelaskan singkat makna kata-kata kunci, sebagaimana telah 
ditampilkan sebelumnya, Ibn ‘Ashu>r mengatakan bahwa ayat ini mengandung 
refleksi harapan, raja>’, dari penghujung ayat yang berarti “supaya kamu 
beruntung”. La’allakum tuflihu>n, dipakai dalam makna dekatnya 
keberuntungan dengan melakukan amal-amal ubudiah.41 Lalu penjelasannya 
 
39 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol. 9 (Jakarta; Lentera 
Hati, 2005), 132. 
40 Ibn ‘Ashu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Vol. 17..., 346. 
41 Ibid.  
 

































ditutup dengan perbedaan ulama terkait apakah ayat ini termasuk ayat sajadah 
atau bukan.  
Sedangkan Qurasih Shihab menjelaskan, bahwa setelah urutan ayat 
sebelumnya selesai membahas kaum musyrikin dan kesesatan mereka, maka 
telah tiba pembahasan tentang perintah yang ditujukan kepada kaum muslim. 
Makna ayat ini adalah supaya kaum muslim tidak terpengaruh dengan kaum 
musyrikin, serta melaksanan ibadah ruku’ dan sujud, yakni melaksanakan salat 
dengan baik dan benar, serta sembahlah Tuhan, Sang Pemelihara yang Maha 
Baik, dengan puasa, zakat, haji, dan sejenisnya. 42   
Pada intinya, ibadah tersebut mencakup semua ibadah dan perbuatan-
perbuatan baik, hendaknya kaum muslimin melakukan semua itu dengan 
keyakinan akan harapan mendapat kemenangan. Dengan demikian ayat ini 
mengandung spirit seluruh ibadah dalam Islam. Terlebih ibadah yang disebut 
adalah rukuk dan sujud, rukun sholat yang paling menonjol.43 Lalu disebut pula 
kebaikan, yang dapat menampung seluruh kebaikan dunia dan akhirat, baik yang 
berdasar wahyu maupun adat. Maka jika poin di atas terpenuhi, pastilah mereka 
menciptakan harmoni pada level individu dan kelompok yang berujuang 
mendapat keberuntungan.44 
Semua amal di atas, menurut Quraish Shihab, harus didasari sikap 
mengharap keberuntungan. Hal ini terkait langsung dengan makna al-falah} 
pada ujung ayat yang memiliki makna dasar petani. Penggunaan kata ini 
 
42 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 9..., 132.  
43 Ibid.  
44 Ibid.  
 

































memberikan kesan bahwa orang yang melakukan kebaikan jangan segera 
mengharap hasil instan, namun, seperti petani, yang melewati proses menamam, 
merawat, dan memanen.45 Dengan kata lain, memaknai kebajikan dalam arti 
proses.  
Tidak jauh berbeda dengan dua mufassir di atas, Wahbah Zuhaili juga 
menyebut ayat ini sebagai ayat yang memiliki orientasi ibadah dan berbuat 
kebajikan. Berbuat kebajikan lebih bersifat umum, mencakup amal-amal 
penyambung hubungan baik dan harmonis antara seorang hamba dengan 
Tuhannya, dan perilaku-perilaku yang bisa menciptakan hubungan baik-
harmonis antar sesama manusia. Dengan kata lain, terdapat visi vertikal dan 
horizontal dalam makna kebajikan tersebut. Oleh karena itu, menurut Wahbah 
Zuhaili, ayat ini memuat mengenai pendidikan jiwa dan sosial yang paling tinggi 
dan luhur. Setiap perintah Allah adalah baik sehingga ayat ini ditutup dengan 
penegasan, ibadah di atas untuk mendapat keberuntungan.46   
5. Al-Baqarah Ayat 195 








َول  ِ اّٰلله َسِبْيِل  ِفْي  ْنِفُقْوا 
َ
بُّ َوا ُيحِ  َ اّٰلله ِانَّ  ْحِسُنْواۛ  
َ











45 Ibid.  
46 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 17..., 284.  
 

































“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”47 
 
a. Makna Kata Kunci 
 berinfaklah dalam ketaatan kepada-Nya, dengan jihad dan :وانفقوا في سبيل هلل
lain-lain.48  
 ,kebinasaan karena tidak mau berinfak, menurut Wahbah Zuhaili :الى التهلكة
berinfak dalam jihad. Atau binasa karena meninggalkan jihad.49 
-Berbuat baik dengan mengeluarkan nafkah dan lainnya.50 al :واحسنوا
Shauka>ni> mengartikan kata ini juga dengan berinfak dan berbuat kebaikan atau 
melakukan ketaatan.51 
b. Asbab al-Nuzul 
Ibn Kathi>r menampilkan satu riwayat yang menceritakan bahwa Abu 
Ayub mengerti tentang ayat ini. Abu Ayyub bercerita bahwa ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan dirinya dan golongannya ketika itu. Ia bersama kelompoknya 
menjadi sahabat Rasulullah, dan telah melewati beberapa peperangan. Ketika 
Islam telah unggul, kaum muslimin berkumpul untuk bersuka cita, dan kaum 
muslimin berkata, “Sesungguhnya Allah telah memuliakan kami sebagai sahabat 
dan pembela Rasulullah sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak 
 
47 Alquran dan Terjemahannya, 2:195 
48 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 2..., 176.   
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 222.  
 

































penganut. Dan kita telah mengutamakan beliau dari pada keluarga, harta 
kekayaan, dan anak-anak. Peperangan inipun telah berakhir, maka sebaiknya kita 
kembali pulang kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama 
mereka.” Maka turunlah ayat ini. Jadi, kebinasaan itu terletak pada kehendak para 
sahabat untuk menetap bersama keluarga mereka dan meninggalkan jihad.52 
c. Tafsir Keseluruhan 
Wahbah Zuhaili memahami ayat ini dalam konteks jihad. Dalam 
tafsirnya ia menjelaskan bahwa jihad tidak selalu berhubungan dengan jiwa, ia 
bias juga dilakukan dengan harta, sebab jihad dalam bentuk peperangan 
membutuhkan biaya untuk membeli senjata dan menafkahi prajurit. Oleh karena 
itu, Allah melalui ayat ini memerintahkan untuk berinfak harta demi 
kepentingan jihad. Infak harta untuk peperangan tidak kurang sebagai titik 
faktor penentu kemenangan. Dengan demikian, menginfakkan harta dalam 
peperangan juga turut membantu keselamatan bersama. 
Ayat ini juga menegaskan—masih menurut Wahbah Zuhaili—bahwa 
tidak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Ia masih memaknai perintah 
ini dalam konteks jihad. Karena itu, menurutnya, umat Islam harus 
mempersiapkan diri, seperti melatih pria untuk siap perang, menyiapkan 
persenjataan yang canggih, dan membentengif jiwa dengan moral yang tinggi, 
sebab pasukan besar seringkali menerima serangan dari dalam, yakni sisi mental 
yang mengajak untuk menyerah. Penutup ayat ini, menurutnya—anjuran 
berbuat baik—berarti melaksanakan ketaatan secara sempurna, sebab Allah 
 
52 Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Adzi>m, Vol. 1 (TP: Da>r 
T{ayyibah, 1999), 528.  
 

































menyukai orang-orang yang berbuat baik secara sempurna dan Allah akan 
membalasnya. Ia menutup bagian tafsirnya dengan pernyataan kuat: 
وذلك مكمل للجانب األديب الرفيع واحلضاري السامي الذي ختمت به اآلية السابقة وهو التزام التقوى 
 53ا.والفضيلة، فتكون اخلامتتان قد مجعتا بني وسائل القوتني املادية واملعنوية ومقوماهتا وقيوده
“dan itu (perbuatan baik), menyempurnakan aspek moral yang tinggi, yang 
menjadi penutup ayat sebelumnya, yaitu membangun komitmen ketakwaan 
dan hal-hal utama, dengan demikian dua penutup ini telah menggabungkan 
antara sarana dan unsur takwa: kekuatan materi dan kekuatan makna.” 
 
Sedangkan al-Shauka>ni>, mengutarakan dalam tafsirnya, bahwa infak 
dalam ayat tersebut tidak selalu berorientasi jihad peperangan, meskipun 
memang jihad menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Ayat ini juga berbicara 
mengenai nafkah secara umum. al-Shauka>ni> juga mengutip pendapat al-
Humaid, bahwa ayat ini menegaskan tentang orang yang takut miskin karena 
memberikan infak di jalan Allah, maka ia termasuk orang yang dimaksud 
menjerumuskan diri sendiri.54  
Makna kata al-tahlukah, secara umum memang mecelakakan diri 
sendiri, dan makna umum ini juga berlaku terhadap konteks luas, bukan 
kekhususan ayat itu saja. Jadi, setiap tindakan membinasakan diri sendiri dalam 
urusan agama atau dunia, sudah tercakup dalam ayat ini. Meski demikian al-
Shauka>ni> menunjukkan juga konteks spesifik dari ayat di atas, yakni seorang 
 
53 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 2..., 182.   
54 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 223.  
 

































prajurit menerobos pasukan musuh padahal ia tidak mampu menyelamatkan diri. 
Hal ini juga dapat ditarik dalam konteks urusan yang lebih umum, dengan 
melihat pola bahwa seseorang harus melakukan persiapan dengan matang, 
memahami masalah yang dihadapi, dan tahu langkah yang tepat. dengan kata 
lain, semua berada dalam cakupan yang terukur dengan baik.  
Quraish Shihab juga melepaskan makna ayat ini dari orientasi jihad. Ia 
menegaskan jangan sampai meninggalkan infak di jalan Allah, karena hal itu 
termasuk kebinasaan. Tanpa diinfakkan, harta yang berada di tangan bukan saja 
habis di tangan pemilik atau ahli warisnya, tetapi juga menghancurkan 
pemiliknya di hari kemudian. Karenanya, berbuat baik dalam ayat ini tidak 
hanya ketika berada dalam peperangan, atau membunuh musuh. Allah telah 
mewajibkan dalam ayat tersebut untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. 
Maka, ketika seseorang membunuh, ia harus membunuh dengan ihsan, jika ia 
menyembelih binatang, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Ihsan 
dalam hal ini bisa dipahami menurut definisi yang umum, yakni menyembah 
Allah seolah melihat Allah, atau jika tidak, yakin bahwa Allah melihat.55 
Implikasi dari sikap ihsan itu, setiap orang akan beribadah atau 
melakukan segala sesuatu dengan kerangka positif. Kesadaran ini akan 
menjadikan orang selalu ingin berbuat baik semaksimal mungkin. Ihsan juga 
berarti memberi lebih banyak dari yang seharusnya diberi, atau menerima lebih 
sedikit dari yang seharusnya diambil. Dengan demikian tingkatan ihsan lebih 
tinggi daripada adil. Visi ini jelas berada pada dataran umum yang tidak terkait 
 
55 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 1..., 426. 
 

































langsung dengan jihad. Menyimpulkan beberap tafsir di atas, perbuatan 
menjerumuskan diri sendiri, dapat dipahami dalam konteks jihad, yakni 
meyerang musuh tanpa persiapan, atau takut miskin karena infak.  
6. Al-Baqarah Ayat 185 
ُهٰدى وَ 
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“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Alquran, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 
itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa 
di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit 
atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan 
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”56 
 
 
56 Alquran dan Terjemahannya, 2:185 
 



































a. Makna Kata Kunci 
فيه القرأن لانز : di bulan itu Aquran diturunkan dari lauh mahfudz ke langit 
dunia pada malam kemuliaan.57 Permulaan Alquran turun; diturunkan Alquran 
berkenaan dengan perkaranya.58 
 sebagai petunjuk dari kesesatan.59 :هدى
 kemudahan dan keringanan, dengan diperbolehkannya berbuka :اليسر
dalam keadaan sakit atau perjalanan jauh.60 
 berfungsi sebagai penjelas, artinya terdapat rukhsah yang :يريد هللا بكم اليسر
disyariatkannya dalam puasa serta dalam hukum lain, Allah menghendaki agar 
agama ini mudah.61 
هللا  dan hendaklah kalian mengagungkan Allah ketika telah :ولتكبر 
melengkapkan bilangan puasa.62 
b. Tafsir Keseluruhan 
Ayat ini menurut banyak mufassir berbicara mengenai keistimewaan 
bulan Ramadhan. Ibn Kathi>r menulis dalam tafsirnya, melalui ayat ini, Allah 
memuliakan bulan Ramadhan di antara bulan lain, dengan cara menurunkan 
Alquran pada bulan ini, bahkan pada bulan ini pula semua kitab ilahiah diturunkan 
kepada para nabi. Sedang Alquran sendiri turun dengan fungsi utama sebagai 
 
57 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 2..., 129. 
58 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 209. 






































petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 
seperti tercantum dalam ayat. Ibn Kathi>r memahaminya sebagai pujian untuk 
Alquran itu sendiri. Bayyina>t pada ayat tersebut ialah dalil dan hujjah nyata bagi 
orang yang memahami dan memperhatikan. Artinya, Alquran mengandung 
kebenaran bagi orang yang mau mempelajarinya.63  
Ayat ini juga menegaskan ihwal puasa: barangsiapa yang berada di 
tempat tinggalnya, berpuasalah. Menurut Ibn Kathi>r, ini merupakan keharusan 
yang pasti bagi orang bermukim dan menyaksikan bulan sebagai penanda 
masuknya bulan Ramadhan, selama dirinya berada dalam kondisi fisik yang 
sehat. Sedangkan bagi yang sakit, ayat ini telah menjelaskan adanya keringanan: 
siapapun orang sakit, atau berada dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa dengan 
syarat mengganti pada lain waktu, sebanyak hari yang ia tinggalkan untuk tidak 
berpuasa. Allah menghendaki kemudahan bagi seorang hamba, kemudahan 
tersebut mewujud keringanan untuk berbuka jika dalam keadaan sakit atau 
perjalanan.64 
Ibn Kathi>r menampilkan hadis dan pendapat para ulama fiqih, terkait 
apakah para musafir dianjurkan untuk berbuka atau tidak. Beberapa hadis 
menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menyuruh para sahabat untuk berbuka 
ketika dalam perjalanan menuju peperangan. Karena itu, menurut kalangan 
Syafii, berbuka pada saat perjalanan lebih utama, meskipun, Ibn Kathi>r 
 
63 Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Adzi>m, Vol. 1 (TP: Da>r 
T{ayyibah, 1999), 501.  
64 Ibid. 
 

































menegaskan, hal tersebut hanya pilihan masing-masing terkait kadar kekuatan 
individu yang berbeda.65  
Berkanaan dengan ayat untuk mengagungkan nama Allah, Ibn Kathir 
menjelaskan, “Suapaya kalian mengingat Allah sesuai ibadah kalian”.66 
Karenanya, Rasulullah mendorong untuk senantiasa membaca tasbih, tahmid dan 
takbir setelah melaksanakan salat wajib. Dari penggalan ayat inilah beberapa 
ulama mendasari pendapat anjuran untuk bertakbir pada hari raya. Akhir ayat ini 
ditutup dengan anjuran untuk bersyukur, maksudnya jika telah usai mengerjakan 
perintah Allah, berupa ketaatan, menjalankan kewajiban, dan meninggalkan 
semua larangannya, maka semoga kalian termasuk orang yang bersyukur.67 
Dengan demikian, hal tersebut adalah salah satu bentuk ekspresi pengharapan 
positif setelah menjalani perintah agama.  
Tidak jauh berbeda dengan penafsiran Ibn Kathi>r, al-Shauka>ni> 
memahami ayat di atas dalam konteks kemuliaan bulan Ramadhan. Menurutnya 
kata ramad}a>n, memiliki arti “seseorang yang berpuasa itu terbakar mulutnya”, 
kata ini juga dapat berarti sangat panas.68 Pada masa sebelum Islam, orang Arab 
menyebut Ramadhan dengan nama Na>’iq, lalu ketika dikonfersi pada nama baru, 
nama ini disesuaikan dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Beberapa pendapat 
lain mengatakan nama tersebut dikatan demikian karena pada bulan inilah dosa-
dosa dapat terbakar dengan perantara amal baik.69 Penjelasan tentang turunnya 
 
65 Ibid.  
66 Ibid., 502. 
67 Ibid., 504.  
68 al-Shauka>ni., Fath} al-Qadi>r, Vol. 1..., 209. 
69 Ibid.  
 

































Alquran menurut al-Shauka>ni>, adalah turun dari lauh mahfuz} ke langit dunia, 
kemudian Jibril membawa wahyu itu bagian demi bagian.70  
Sama dengan Ibn Kathi>r, al-Shauka>ni> berpendapat Alquran disini 
dalam konteks sebagai penjelas bagi manusia, dengan menampilkan susunan ataf 
dari khusus ke umum, untuk menegaskan kemuliaan Alquran, juga menunjukkan 
bahwa sisi petunjuk yang dimaksud mencakup sisi yang jelas, dan yang sukar 
dipahami. Dan anjuran berpuasa pada ayat tersebut wajib bagi para mukimin yang 
berada dalam negeri, tanpa sakit dan udzur lain. Sedang jika terdapat udzur, hal 
tersebut dapat ditinggalkan lalu diganti pada hari lain sesuai jumlah hari yang 
ditinggal. Karena, Allah menghendaki kemudahan. Berbeda dengan Ibn Kathi>r, 
al-Shauka>ni> memaknai kemudahan pada ayat ini terlepas hanya konteks puasa, 
lebih dari itu ia menganggap semua kemudahan pada ayat ini berlaku dalam 
semua konteks ajaran agama Islam. Ia berdasar pada hadis Rasulullah yang 
menganjurkan untuk mempermudah urusan agama dan menjauhi memperumit 
sesuatu. al-yusr sendiri menurutnya berarti kemudahan yang sama sekali tidak 
mengandung kesulitan.71  
 













ِ َحقَّ ِجَهاِده َۗ ُهَو اْجَتٰبىك





















70 Ibid., 211. 
71 Ibid., 212. 
 




















































ِصْيُر ࣖ ۔    ٧٨َوِنْعَم النَّ
“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu 
dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 
menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 
(Alquran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; 
tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah 
Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”72 
 
a. Makna Kata Kunci 
 ,akar kata ini adalah juhd, yang memiliki banyak arti: upaya :جاهدوا 
kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan. Dari berbagai arti itu, 
Alquran cenderung memakai dalam konteks, “mencurahkan seluruh kemampuan 
atau menanggung pengorbanan”.73 
 Allah telah memilih kalian untuk membela agama.74 :هو اجتباكم
 kesempitan, pepohonan atau hutan.75 :حرج
 
72 Alquran dan Terjemahannya, 22:78 
73 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 9..., 134.  
74 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 17..., 283 
75 Al-Shauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Vol. 3..., 557. 
 

































باهلل  yakin serta percayalah kepada Allah dalam segenap :واعتصموا 
urusan dan persoalan. Jangan mencari pertolongan selain Allah.76 
النصيرفنعم المولى و نعم  : sebaik-sebaik penolong, pelindung, dan pembela 
adalah Allah, karena tidak ada pertolongan dan pembelaan yang menyamai 
karunia Allah. Bahkan tidak ada penolong selain dia.77 
b. Tafsir Keseluruhan 
Wahbah Zuhaili memahami ayat ini dengan pemaknaan yang cukup 
universal. Ia mengatakan bahwa yang lebih utama dari memahami makna jihad 
adalah menariknya dalam konteks umum yang mencakup semua bentuk dan 
macam jihad. Ia membagi jihad dalam tiga poin: jihad melawan diri sendiri dan 
nafsu; jihad melawan setan; jihad melawan orang kafir-munafik yang menyerang 
Islam. Jihad terakhir ini memerlukan sumberdaya materil yang cukup, selain 
piikiran dan jiwa.78 Poin ini ia sarikan dari hadis yang menganjurkan untuk 
berjihad dengan jiwa dan lisan sekaligus. Jihad lisan menurut Zuhaili adalah 
memaparkan hujjah, argumentasi, dalil, penjelasan, dan informasi. Jihad dengan 
jiwa adalah mengambil senjata untuk menghadapi musuh yang menganggu 
keamanan. Jihad dalam konteks peperangan ini dihukumi fardu kifayah oleh 
Wahbah Zuhaili, jika sudah ada muslimin telah melaksanakannya, maka telah 
terbebas yang lain, namun jika kondisi darurat, bergantung kebijakan pemerintah, 
bahkan memungkinkan untuk menurunkan semua penduduk.79  
 
76 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 17..., 283 





































Jihad melawan diri sendiri dan nafsu adalah pangkal jihad melawan 
musuh yang tampak. Artinya, jika pada proses ini bagus, maka menjadi awal yang 
baik untuk melangkah melawan musuh yang tampak. Jihad melawan nafsu tidak 
kurang merupakan peperangan pada tingkat individu yang tidak mudah 
dimenangkan, sebagaimana sabda Rasulullah yang telah terkenal bahwa melawan 
diri sendiri lebih besar skalanya dari perang Badar. Illat dari perintah perang ini 
menurut Wahbah Zuhaili adalah karena umat Rasulullah termasuk orang pilihan, 
sebagaimana tercantum dalam ayat yang sedang dibahas. Karenat itu umat Islam 
dituntut untuk berjihad, baik pada level individu melawan dirinya, atau pada level 
kolektif dalam peperangan, dengan jihad yang murni karena tujuan Ilahiyah.  
Namun Allah tidak bermaksud untuk menjadikan agamanya sulit untuk 
dijalankan. Sebaliknya, melalui ayat tersebut Allah menegaskan bahwa agama 
tidak dijadikan sarana untuk menyempitkan atau mempersulit. Allah tidak 
membebankan sesuatu yang tidak disanggupi oleh seorang hamba. Berbagai 
manifestasi kemudahan, keringanan, peniadaan kesulitan mencakup hal umum 
dalam ibadah, makanan, minuman, dan muamalah.80  
Sejalan dengan Wahbah Zuhaili, Quraish Shihab tidak setuju 
penerjemahan kata jihad selalu diasosiasikan dengan peperangan. Menurutnya 
jihad memiliki banyak bentuk dan, karenanya, memiliki tujuan yang berbeda-
beda. Jihad ilmuan adalah dengan ilmunya; guru dengan pendidikannya; 
pemimpin dengan keadilannya; pengusaha dengan kejujurannya; pemangku 
senjata dengan kemerdekaan atas musuh yang zalim. Namun, semua bentuk jihad 
 
80 Ibid.  
 

































dan tantangannya, harus dihadapi dengan niat Ilahiyah dan tidak boleh berhenti 
sebelum kehabisan sumber daya. Itulah yang dimaksud dengan haqq jiha>dih.81 
Hal ini juga sesuai dengan redaksi ayat “telah memilih kamu”, pilihan ini khusus 
yang menjadikan seseorang hanya mengarahkan pandangan pada Allah. Ia tidak 
menoleh pada selainnya dan tetap selalu dalam hubungan harmonis dengan 
Allah,82 makna ini ia kutip dari T{abat}aba’i, yang disimpulkan bahwa orang 
pilihan ini bukan sembarang orang.  
Setelah itu Quraish Shihab melanjutkan dengan ayat yang menegaskan 
Allah tidak menjadikan agama sulit bagi hambanya. Agama Islam menurutnya 
selalu sejalan dengan fitrah manusia, sehingga semua tuntunannya relatif mampu 
dilaksanakan manusia. Apabila dalam satu kondisi atau situasi yang menjadikan 
seseorang kesulitan, maka tuntunan yang memberatkannya menjadi ringan 
dengan tuntunan lain. Siapa yang berat puasa di bulan Ramadhan, maka ia dapat 
menangguhkan dan mengganti di bulan lain, jika ia tidak mampu, maka dapat 
mengganti membayar fidyah, kalau pun tidak, Allah masih memberi 
pengampunan.83  
Sedangkan al-Shauka>ni> mengatakan bahwa yang dimaksud agama 
tidak sempit adalah fleksibelitas yang sangat luas. Beberapa pendapat yang ia 
tampilkan antara lain terkait konteks:84 
 
81 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 9..., 136.  
82 Ibid., 136. 
83 Ibid.  
84 Al-Shauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Vol. 3..., 556. 
 

































1. Boleh mengqasar salat dan boleh berbuka bagi musafir, boleh salat dengan 
isyarat bagi yang tidak mampu, dengan cara lain; digugurkan jihad bagi yang 
pincang, buta, tuli, dan sakit. 
2. Allah tidak membebankan mereka dengan beban di luar batas kesanggupan, 
dan mereka dimaafkan dari beban-beban yang tidak mereka sanggupi, 
sehingga Allah tidak membebani mereka sebagaimana yang dibebankan 
kepada Bani Israil. 
3. Allah memberikan jalan keluar dari dosa dengan membukakan pintu taubat, 
istigfar, dan takfir pada syariat yang diperbolehkan membayar denda, atau 
qisas pada tindak kriminal. 
Dari semua pendapat di atas, al-Shauka>ni> menyimpulkan dan 
mengatakan: 
يََة أََعمُّ ِمنآ َهَذا ُكلِ ِه، فَ َقدآ َحطَّ ُسبآَحانَُه مَ  ا ِفيِه َمَشقٌَّة ِمَن التََّكالِيِف َعَلى ِعَباِدِه، ِإمَّا َوالظَّاِهُر َأنَّ اآلآ
ِفيِف َوََتآوِيِز الآ  َُهمآ، أَوآ ِِبلتَّخآ ِليِف ِِبَا َكَما َكلََّف ِِبَا َغْيآ َصآِل َوَعَدِم التَّكآ َقاِطَها ِمَن األآ ُعُدوِل ِإََل ِبِِسآ
ُروِعيَِّة التَّ  يََة بََدٍل ََل َمَشقََّة ِفيِه، أَوآ ِبَشآ ُ، َوَما أَن آَفَع َهِذِه اآلآ ِه الَِّذي َشَرَعُه اَّللَّ نآِب ِِبلآَوجآ َخلُِّص َعِن الذَّ
 85. َوَأَجلَّ َموآِقَعَها َوأَعآظََم فَائَِدهَتَا
“Pendapat yang benar ialah, bahwa ayat ini lebih umum dari semua ini. 
Allah telah benar-benar memberi kelonggaran bagi para takallif untuk 
beban-beban yang sulit, baik dengan menggugurkannya dari mereka dan 
tidak mewajibkan atas mereka seperti yang diwajibkan kepada selain 
 
85 Al-Shauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Vol. 3..., 557. 
 

































mereka, atau dengan meringankan dan membolehkan beralih kepada cara 
yang tidak mengandung kesulitan, atau dengan mensyariatkan cara 
melepaskan diri dari dosa dengan cara yang telah Allah syariatkan. Sungguh 
betapa manfaat dan besar faidah ayat ini.” 
 
Ayat ini lebih lanjut membahas Nabi Ibrahim dengan sebutan abikum, 
ayahmu. Tetapi tentu ayat ini tidak dikhitabkan kepada orang Arab saja. Quraish 
Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat lain Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak 
umat manusia sekalian. Hal ini juga berlaku pada ayat ini, artinya khitab ayat ini 
umum, tidak terbatas pada kalangan Arab. Sedangkan kata shahida, berarti saksi 
dengan posisi subjek sekaligus objek, yang menyaksikan atau yang disaksikan. 
Rasul akan menjadi saksi kebenaran dan kebaikan amal muslimin di hari 
kemudian, atau Rasul akan bersaksi sikap muslimin sesuai ajaran Islam atau tidak. 
Sedangkan umat muslim akan menjadi saksi juga bahwa Rasul mereka telah 
menyampaikan ajaran ilahi.86 
Sedangkan kata i’tas}ama bermakna dasar menghalangi. Penggalan ayat 
ini memiliki perintah untuk berpegang pada tali Allah untuk menghalagi 
seseorang terjatuh. Dengan mengutip al-Razi, Quraish Shihab menulis bahwa 
melalui berpegang pada tali yang kokoh dan kekuatan kokoh, maka berjalan di 
tempat yang sulit pun orang tidak akan khawatir jatuh. Makna ini juga cocok 
dalam konteks ayat ini. Untuk kata maula>kum berarti dekat, dari arti ini lahir 
pemaknaan pelindung dan pembela, karena sesuatu yang dekat pasti akan 
 
86 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 9..., 138.  
 

































melindungi dan membela. Quraish Shihab menutup tafsir surah ini dengan 
pernyataan bahwa jika semua tuntunan ayat ini dilakukan, maka akan bermuara 
pada ketakwaan.87  
8. Al-Taghabun Ayat 16  










َ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعْوا َوا ْفِسه  َفاتَُّقوا اّٰلله
ُمْفِلُحْوَن 
ْ
ٰۤىَِٕك ُهُم ال ول
ُ
 ١٦َفا
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 
dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan 
barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.”88 
 
a. Makna Kata Kunci 
 .bertakawalah sesuai batas maksimal kemampuan kalian :فاتقوا هللا مااستطعتم
Kerapkan segenap tenaga dan kemampuan optimal.89  
 dengarlah nasihat-Nya,90 terimalah sepenuh hati.91 :واسمعو
 patuhilah nasihat-Nya.92 :واطيعوا
  hal itu lebih baik bagi diri kalian.93 :خير األنفسكم
 
87 Ibid., 139.  
88 Alquran dan Terjemahannya, 64:16 
89 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 28..., 252. 
90 Ibid. 
91 al-Shauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Vol. 5..., 284. 
92 al-Zuhaili>, Tafsi>r al-Muni>r Vol 28..., 252. 
93 Ibid. 
 


































b. Asbab al-Nuzul 
Wahbah Zuhaili dan Ibn Kathi>r mengutip riwayat dari Sa’id bin Jubair, 
bahwa ketika turun surah Ali ‘Imran ayat 102, orang muslim harus bertakwa 
dengan sebenar-benar takwa, maka umat muslim kepayahan ketika beribadah, 
sampai kaki mereka bengkak karena salat dan dahi mereka luka-luka. Lalu Allah 
menurunkan surah al-Taghabun ayat 16 ini.  
c. Tafsir Keseluruhan 
Dari asbab al-nuzul di atas, al-Shauka>ni> mengutip pendapat, seperti 
Qatadah dan Ibn Zaid, bahwa ayat ini menasakh ayat 102 surah Ali ‘Imran.94 Ibn 
Kathi>r juga mengutip pendapat serupa. Sedangkan Quraish Shihab berpedapat 
bahwa kedua ayat tersebut saling menegasikan satu sama lain, alih-alih, keduanya 
saling melengkapi. Ayat ini dapat dipahami dari sudut pandang lain: tidak boleh 
meninggalkan sedikit kemampuan untuk tidak digunakan bertakwa. Jadi 
perbedaan kedua ayat tersebut hanya pada level kualitas dan kuantitas, ayat 16 
surah di atas merupakan perintah untuk mengumpulkan kekuatan yang dapat 
ditampung oleh kemampuan yang digunakan untuk bertakwa, sedangkan ayat 
pada Ali ‘Imran adalah perintah mewujudkan sumber ketakwaan sebagai 
sebenarnya takwa, “bukan sekedar bayangan atau bentuk-bentuknya.”95 Sebagai 
catatan, pada surah al-Hajj 78, al-Shauka>ni> mengutip ayat ini sebagai dalil yang 
saling terkait satu sama lain untuk menunjukkan bahwa agama itu menyediakan 
berbagai opsi kemudahan.  
 
94 al-Shauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Vol. 5..., 285. 
95 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 14..., 281.  
 

































Perintah dengarkan dan taatlah merupakan penekanan perintah bertakwa 
sebelumnya. Dengarkan dan taat tersebut dapat dipahami perkenankan dan 
terimalah sepenuh hati, dan dengarkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang 
terletak pada hati. Al-Shauka>ni> berpendapat dengarkan apa yang telah 
diperintahkan, karena jika hanya didengarkan belum mencapai kualitas lebih 
tinggi.96 Sedangkan perintah untuk berinfak adalah memberikan sebagian harta 
yang telah diberikan Allah, untuk disalurkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan 
filantropis, dan janganlah berlaku pelit. Ayat ini juga dipahami sebagai perintah 
(kalimat fiil), dengan demikian, dapat disusun, “berikanlah nafkah, maka itu lebih 
baik bagi kalian.97 
Ibn Kathi>r, memahami perintah nafaqah di atas juga dalam arti yang 
cukup luas, yakni berikan sebagian harta yang telah dikaruniakan oleh Allah bagi 
kerabat, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan berbuat baik 
kepada seluruh makhluk Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada 
manusia, maka demikian itulah bentuk kebaikan bagi diri manusia, di dunia dan 
akhirat. Dan sebaliknya, jika hal itu tidak dikerjakan, akan berimbas pada 
keburukan, di dunia dan akhirat pula.  
B. Analisis Implementatif Dalil-dalil Alquran Terhadap Fatwa MUI 
Fatwa MUI dikeluarkan berdasarkan kondisi faktual masyarakat dalam 
keharusan beribadah di tengah pandemi. Putusan fatwa, sebagaimana telah 
tercantum pada bagian sebelumnya, terkait dengan saf salat dan teknis pelaksanaan 
 
96 al-Shauka>ni>, Fath} al-Qadi>r, Vol. 5..., 285. 
97 Ibid. 
 

































salat berjamaah dan Jumat. Sebagaimana umumnya fatwa MUI yang lain, mereka 
tidak membuat peta definitif langsung tentang bagaimana korelasi dalil Alquran 
dengan putusan fatwa, meskipun tentu saja dalil tersebut memiliki korelasi 
konseptual-teoritik terhadap putusan fatwa, termasuk fatwa MUI no 31 tahun 2020. 
Pada bagian ini akan dianalaisis relevansi dalil tersebut dengan fatwa yang 
dikeluarkan.  
Secara substantif, surah Al-Jum’ah: 9 berbicara tentang kewajiban salat 
Jumat. Dalam tafsir yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, para mufassir 
banyak memberikan perhatian tidak hanya pada aspek legal-formal salat Jumat, 
tetapi juga aspek rohani, seperti bagaimana seorang muslim harus meresapi ibadah 
Jumat dari berangkat hingga pulang: dengan berangkat dalam kondisi hati tenang 
(menghindari tergesa-gesa), dan menjalani ibadah dengan sepenuh hati. Bahkan Ibn 
Kathi>r mengutip beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa ayat ini adalah 
dasar diharamkannya jual beli ketika pelaksanaan salat Jumat berlangsung. Implikasi 
dari pandangan di atas tidak lain adalah kewajiban muslimin menghadiri salat Jumat 
dengan menghadirkan aspek-aspek spiritual semaksimal mungkin dan meninggalkan 
transaksi duniawi. Dengan demikian ayat ini tidak banyak memiliki relevansi dengan 
aspek teknis salat Jumat dan berjamaah dalam fatwa MUI kecuali kewajiban salat 
Jumat itu sendiri.  
Surah Al-Baqarah: 43 masih identik dengan pembahasan Al-Jumah: 9. Pada 
Al-Baqarah ini adalah bentuk ejawantah keimanan seorang muslim kepada 
agamanya, ialah ibadah utama salat. Ekspresi iman ini juga disebutkan dalam bentuk 
keharusan mengeluarkan zakat, bentuk ibadah yang penyebutan dalam Alquran 
kerap bergandengan dengan ibadah salat. Kaitan utama dengan fatwa MUI adalah 
 

































perintah salat itu sendiri. Meski tampak sebagai perintah umum, beberapa perincian 
perintah salat tersebut dimaknai antara lain harus dilaksanakan dengan giat, khusyuk, 
dan sesuai tuntunan syariat. Sebagai sarana pengagungan kepada Allah, perincian 
tersebut adalah bentuk keniscayaan.  
Ayat 43 surah Al-Baqarah ini juga dipungkasi dengan perintah rukuk 
bersama orang-orang yang rukuk. Para mufassir, seperti Ibn Kathi>r, memahami 
perintah ini sebagai anjuran melakukan salat berjamaah. Ujung ayat ini juga dapat 
dipahami sebagai anjuran untuk melakukan kebaikan bersama-sama, dengan giat, 
khusyuk, dan benar. Sebab salah satu kegiatan baik itu adalah salat, maka perintah 
ini dilekatkan dengan ibadah salat berjamaah, dengan nilai melakukan kebaikan 
bersama-sama. Namun Ibn Kathi>r juga membuka kemungkinan bahwa kebaikan 
tersebut dapat diterjemahkan atau diwujudkan dalam bentuk lain yang lebih umum. 
Artinya, berbagai kegiatan baik dalam ruang-ruang publik dapat masuk dalam 
kategori ini. Namun, kaitannya dengan fatwa MUI, ayat ini berfungsi similar dengan 
ayat 9 surah Al-Jum’ah, yakni berada pada level perintah salat: Jumat dan berjamaah.   
Meski berada pada level kewajiban beribadah hal tersebut terhalangi illat 
tertentu, yakni pandemi Covid-19, karena itu bentuk output perintah tersebut, dalam 
fatwa MUI, berintegrasi dengan aspek epistemik lain yakni kaidah fiqh. Pada masa 
awal pandemi, bahkan banyak cendikiawan yang mengajukan argument bolehnya 
salat dzuhur di rumah sebagai ganti menghindari salat Jumat.98 Namun belakangan, 
hingga tulisan ini disusun, umat Islam telah melaksanakan salat Jumat. Untuk itu, 
 
98 Lihat, misalnya, karya Edi AH Iyubenu, Berislam dengan Akal Sehat (Yogyakarta: Diva Press, 
2020).  
 

































dalam fatwa MUI, ayat tersebut berhadapan dengan realitas new normal dan kaidah 







Memasuki bagian dalil Alquran selanjutnya, yakni Al-Nisa’ ayat 102. Para 
mufassir pada bagian sebelumnya telah mengeksplorasi ayat ini dalam kaitannya 
dengan salat khauf. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kondisi peperangan yang 
dijalani Rasulullah dan sahabat, di mana musuh berada pada arah kiblat dan telah 
masuk waktu salat. Ayat ini secara ekplisit menjelaskan tata cara salat khauf, yang 
memperlihatkan sekaligus fleksibelitas bentuk ibadah. Penafsiran yang cukup 
menarik dikemukakan Wahbah Zuhaili, di mana ayat ini berbicara tentang sebab-
akibat yang harus masuk dalam perhitungan umat Islam dalam menghadapi realitas. 
Maksudnya, masih terkait dengan salat dalam peperangan, umat Islam harus 
mengupayakan salat sambal memegang senjata sebagai sebuah keniscayaan 
menacapai keamaan, inilah kerangka sebab akibat. 
Ayat tersebut juga menampilkan poin-poin keringanan terhadap umat 
muslimin dalam beribadah jika mereka dalam kondisi kesusahan. Dengan demikian, 




























































sama dengan jenis-jenis salat manapun, dimungkinkan dan diperbolehkan, selama 
memang kondisi menuntut demikian. Lalu ayat ini juga memberikan keringanan 
pada kaum muslimin yang berhalangan ibadah dalam bentuk sebagaimana mestinya. 
Relevansi substansi ayat tersebut, sebagimana telah ditampilkan sampling tafsir 
sebelumnya dengan fatwa MUI nampakn pada wilayah fleksibelitas itu sendiri, dan 
kemudahan untuk beribadah sesuai kadar yang memungkinkan. Selain kaidah 






Al-Hajj ayat 77 dengan jelas menggambarkan kewajiban beribadah dalam 
bentuk salat, dengan narasi, rukuk dan sujud, dua simbol esensial dalam 
mengekspresikan kehambaaan manusia. Setelah perintah rukuk dan sujud, ayat ini 
juga jelas memerintahkan ibadah dengan redaksi yang umum, para mufassir 
memaknai perintah ini dengan ibadah secara umum, dengan spirit yang sama: 
beribadahlah dengan baik dan benar, sepenuh hati. Ayat ini juga menjadi wadah dari 
keharusan berbuat kebajikan dalam makna yang sangat umum, baik kebajikan dalam 
paradigma adat, budaya agama, yang pasti kebajikan tersebut berada di bahwa 
konsep universal.  
Al-Nisa’ ayat 






ibadah dalam masa 
pandemi, seperti saf 






































Ayat ini dengan demikian memiliki aspek yang komplit, yakni ibadah dan 
berbuat kebajikan. Salah satu mufassir yang berpengaruh pada era kontemporer, 
Rashid Rida, bahkan menilai dua hal penting dalam agama adalah beribadah dan 
berbuat kebajikan. Lebih tepatnya ia mengatakan ibadah dalam bentuk akidah, yakni 
percaya pada Allah yang esa. Dengan demikian, jika seseorang percaya pada keesaan 
Allah dan berbuat baik, maka seseorang tersebut telah beragama dengan baik.99 
Wahbah Zuhaili juga menganggap demikian, bahwa ayat ini berimplikasi pada level 
individu dalam bentuk ibadah, dan berimplikasi pada wilayah social dengan perintah 
berbuat kebajika. Satu pernyataan Wahbah Zuhaili yang kuat dan relevan dengan 
fatwa MUI adalah ibadah dan kebajikan adalah persoalan hubungan vertikal pada 
Allah, dan horizontal pada manusia.  
Hubungan vertikal dan horizontal itulah yang dapat diterapkan dalam 
kondisi apapun di ruang sosial, seperti keadaan pandemi. Perintah ibadah 
berkelindan langsung dengan perintah berbuat kebajikan. Artinya, beribadah, apapun 
bentuknya, harus diimbangi dengan tidak membayakan nyawa orang lain, tindakan 
ini tidak lain termasuk dalam aktualisasi dari perbuatan kebajikan itu sendiri. 
Bentuk-bentuk tidak membayakan nyawa orang lain dapat mengikuti petunjuk yang 
telah dikeluarkan pihak medis, dan dapat pula diterapkan ketika beribadah bersama. 
Meksi hal ini tidak tampak berkorelasi demikian dengan putusan fatwa MUI, 
berdasarkan data tafsir pada bagian sebelumnya, prinsip ini dapat digunakan dengan 
skema cukup umum. 
 
99 Muh}ammad Rashi>d Rid}a, Tafsi>r al-Mana>r, Vol 3 (Mesir: Hai’ah al-Mis}riyyah al-
‘A<mmah li al-Kita>b, 1990), 211. 
 





































Al-Baqarah: 195 diawali dengan perintah berinfak di jalan Allah, lalu 
dilanjutkan pada bagian yang berkorelasi kuat dengan fatwa MUI, yakni janganlah 
menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan. Karena sebab turunnya ayat ini 
berkaitan dengan peperangan, yakni sahabat yang ingin kembali pada keluarga serta 
harta dan meninggalkan jihad Rasulullah, maka beberapa tafsir masih mendiskusikan 
ayat ini dalam bingkai jihad. Tafsir pada bagian sebelumnya yang mendiskusikan 
dalam konteks peperangan adalah karya Wahbah Zuhaili, meski pada bagian penutup 
karya ini menyajikan pemaknaan yang kuat.  
Kaitannya dengan peperangan, anjuran berinfak dapat berarti berinfak 
untuk peperangan. Namun infak ini bisa diwujudkan berbentuk materi, seperti 
mempersenjatai prajurit, atau bahkan memenuhi kebutuhan finansial prajurit itu 
sendiri. Dan penggalan ayat untuk tidak masuk dalam kebinasan dapat juga berarti 
menyiapkan segala hal terkait pertempuran. Simpulan tafsir demikian, sebenarnya, 
dapat ditarik pada wilayah menghadai pandemi. Dengan kata lain, umat Islam dapat 
menginvestasikan uangnya dalam membantu warga terdampak, karena hal tersebut 
dapat dikategorikan “berinfak untuk peperangan”, dan mempersiapkan diri dengan 
















































bentuk tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kaitannya dengan fatwa MUI, 
dalam kerangka demikian, dapat terlihat dengan jelas.  
Namun beberapa mufassir lain memaknai ayat tersebut dalam konteks 
umum dan terlepas dari paradigma jihad. Al-Shauka>ni> mengatakan bahwa al-
tahlukah memiliki makna umum yang dapat diterapkan dalam urusan agama maupun 
dunia. Jadi setiap tindakan yang merugikan diri sendiri sudah tercakup dalam ayat 
ini. Ia juga memberikan contoh spesifik di mana terdapat seseorang prajurit yang 
menerobos pasukan musuh tanpa memperhitungkan situasi, dan ia jelas kalah. 
Contoh ini dapat direfleksikan dalam sudut pandang yang jauh lebih luas, misalnya, 
seseorang harus memperhitungkan dengan baik, bagaimana ia harus berhadapan 
dengan kondisi pandemi ketika menjalani aktivitas kerja; bagaimana seseorang harus 
menyesuaikan bentuk-bentuk interaksi social demi menjaga keselamatan bersama. 
Hal ini tentu lebih jelas terkait langsung dalam implementasi fatwa MUI. 
Ayat ini juga dipungkasi dengan perintah berbuat ihsan. Penafsiran menarik 
tentang ini disajikan oleh Quraish Shihab, bahwa tingkatan ihsan jika diterapkan 
pada aspek-aspek kehidupan akan membawa implikasi positif nyaris pada semua 
aspek. Karena makna ihsan adalah “berhubungan langsung” dengan Allah, maka 
seseorang akan berbuat semaksimal mungkin ketika telah sampai pada level ini. Ia 
akan berjualan dengan sebaik mungkin karena semangat diperhatikan Allah; ia akan 
menyembelih dengan ihsan; ia bahkan akan ber-ihsan dalam membunuh musuh. 
Maka, seseorang dapat juga ber-ihsan dalam ibadah. Menjaga ruang sosial dengan 
ihsan. Visi ihsan dapat merepresentasikan rahmah agama itu sendiri. Dalam 
kaitannya dengan fatwa, dapat diskemakan sebagai berikut. 
 
 






































 Keringanan menjalankan bentuk ibadah juga terdapat pada Al-Baqarah: 
185. Meski secara garis besar ayat ini berbicara tentang “bulan Alquran”, satu term 
kunci yang dipetik sebagai dalil fatwa oleh MUI adalah “Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Kemudahan 
tersebut, dalam kesatuan ayat, terkait dengan diperbolehkan bagi seseorang yang 
berhalangan untuk tidak berpuasa. Seperti sakit atau musafir. Perdebatan tentang 
mana yang utama bagi musafir apakah lebih baik ia puasa atau lebih utama berbuka, 
diakhiri oleh Ibn Kathi>r dengan merujuk pada kemampuan masing-masing 
individu. Karena ini termasuk makna Allah tidak menghendaki kesusahan bagi 
seorang hamba. 
Salah satu mufasssir yang melepaskan aspek kemudahan pada ayat di atas 
untuk diterapkan dalam wilayah umum adalah al-Shauka>ni>. Ia berpendapat 
dengan tegas bahwa penggalan ayat ini tidak selalu berlaku pada konteks keringanan 
dalam berpuasa. lebih dari itu ia menganggap semua kemudahan pada ayat ini 
berlaku dalam semua konteks ajaran agama Islam. Hal ini ia dasarkan pada hadis 
nabi yang menganjurkan untuk mempermudah jalan beragama seseorang, di samping 




















































mengandung kesulitan. Dalam korelasi dengan fatwa MUI, penggalan ayat ini tentu 
sangat kuat, karena nyaris semua bentuk ibadah dapat dijalankan dengan tingkat 
fleksibelitas mengikuti illat. Maka ayat ini dapat berintegrasi dan menjadi sumber 
dalil bagi kaidah-kaidah fiqih.  
Kandungan Al-Baqarah di atas, masih similar dengan Al-Hajj ayat 78. 
Penutup surah Al-Hajj ini diawali dengan narasi jihad, namun banyak mufassir yang 
memaknainya dalam bangunan yang universal. Wahbah Zuhaili dengan menarik 
mengatakan bahwa jihad kadang berhadapan dengan diri sendiri, selain setan dan 
musuh manusia. Jihad melawan musuh memiliki hokum yang berbeda, bias wajib 
bias tidak, tetapi jihad melawan diri sendiri adalah keniscayaan. Jihad ini tidaklah 
mudah dan harus dilalui pada tingkat individu. Berkaitan dengan bentuk jihad di 
medan perang, Allah tidak bermaksud untuk membuat perintah ini sukar. Karena itu 
ayat ini memuat redaksi yang mirip dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah tidak 
menghendaki keempitan bagi seorang hamba. Seseorang diperbolehkan beribadah 
dengan kadar kemampuannya.  
Bagi Quraish Shihab, Islam agama fitrah, maka semua ajarannya relatif 
sesuai dengan daya tahan manusia, sebab satu ajaran dalam Islam yang sulit bagi 
seseorang dengan kondisi tertentu, sudah disediakan opsi solutif dalam menjalankan 
ibadah tersebut, maka di dalam kesulitan beribadah selalu terdapat opsi yang 
memudahkan. Poin ini sangat relevan dengan fatwa MUI yang membahas aspek-
aspek kedaruratan ibadah di tengah kondisi yang menyangkut hajat kesehatan orang 
banyak.  
Juga bagi al-Shauka>ni>, ia dengan tegas mengatakan bahwa ayat ini 
memiliki faidah luar biasa dalam implikasi kehambaan menjalani ajaran religiusnya. 
 

































Ia mengatakan kesempitan yang tidak dikehendaki Allah berada pada wilayah yang 
lebih umum dari pada sekedar kebolehan mengqasar salat atau dibukakan pintu 
taubat, ia menyangkut seluruh beban-beban yang sulit bagi hamba, di mana tidak ada 
kesanggupan sebagaimana orang lain sanggup; atau malah tidak ada yang sanggup 
sama sekali, maka artinya kelonggaran tersebut malah dapat menjadi hokum baru, 
sebagaimana fiqih pandemi.  
Masih similar dengan kedua ayat sebelumnya, ayat terakhir, surah al-
Thagabun ayat 16 memuat pesan identik: kemudahan dalam menjalankan ajaran 
agama. Quraish Shihab memaknai ayat ini dengan harus bertakwa secara optimal 
tanpa menyisakan untuk tidak digunakan bertakwa, maka dalam pengertian tersebut 
ayat ini bermunasabah dengan Ali Imran ayat 102 yang menganjurkan untuk 
bertakwa sebenar-benarnya takwa. Namun, dalam paradigma lain, al-Shaukani 







Masing-masing poin di atas merupakan dalil nass yang dijadikan sumber 
pijakan dalam fatwa MUI, karena memang sifatnya yang cukup global, dan terdapat 
















































lain. Pada prinsipnya, Alquran sebagai sandaran, dihadapkan dengan pandemi, lalu 








Al-Jumah: 9 & Al-
Baqarah: 43. 
Kewajiban salat Jumat 
dan anjuran berjamaah 
Al-Nisa’ ayat 102: 















Hajj; 78; al-Thagabun: 
16. Mempermudah 
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Penelitian ini dimulai dengan menilik lebih lanjut landasan Alquran dari 
Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang Salat Berjamaah dan Salat Jumat di Tengah 
Pandemi. Dengan dua signifikansi masalah yang ingin dijawab. Pertama, Bagaimana 
tafsir ayat-ayat Alquran yang digunakan sebagai dalil dalam Fatwa MUI No. 31 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Shalat Jama’ah untuk 
Mencegah Penularan Wabah Covid-19? Kedua, Bagaimana implementasi ayat yang 
digunakan sebagai dalil dalam Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 terhadap 
Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan Shalat Jama’ah untuk Mencegah Penularan 
Wabah Covid-19? Jawaban dari dua rumusan masalah tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1. Tafsir ayat yang dijadikan landasan fatwa MUI, cukup beragam namun berada 
pada payung substansial similar dalam konteks hasil fatwa MUI. Surah al-
Jumu’ah: 9 menegaskan kewajiban salat Jumat dan anjuran untuk meninggalkan 
aktivitas perniagaan, begitu pula surah Al-Baqarah ayat 43. Surah al-Nisa: 102 
menunjukkan bentuk ibadah yang fleksibel bergantung pada kondisi. Surah Al-
Hajj: 77 berisi anjuran membuat hubungan positif dengan Allah dan manusia. 
Surah Al-Baqarah: 195 berisi anjuran tidak mencelakakan diri sendiri dan selalu 
berbuat baik (ihsan). Surah Al-Baqarah 185, Al-Hajj: 78, dan Al-Thagabun: 16, 
memberikan penekanan kemudahan dalam beragama.  
 

































2. Surah Al-Jumu’ah: 9 dan Al-Baqarah: 43 menegaskan kewajiban salat Jumat, dan 
ini berkaitan dengan fatwa yang memperbolehkan salat Jumat di tengah pandemi. 
Ibadah tersebut, tentu berbeda bentuk dengan ibadah ketika kondisi normal, 
perbedaan bentuk ibadah ini sebagaimana diatiur oleh fatwa MUI menemukan 
legitimasi pada surah Al-Nisa: 102. Al-Hajj: 77 menegaskan perintah untuk 
membuat hubungan baik pada manusia, termasuk dengan menjaga kesehatan 
bersama melalui protokol kesehatan yang dipatuhi. Hal tersebut juga diperkuat 
dengan Al-Baqarah 195, untuk tidak mencelakakan diri sendiri ketika berhadapan 
dengan wabah. Semua ayat tersebut dipungkasi dengan surah Al-Baqarah: 185, 
Al-Hajj: 78, Al-Thagabhun: 16 yang memudahkan bentuk-bentuk beragama, 




Penelitian tentang tafsir ayat-ayat dalam fatwa MUI no 31 tahun 2020 ini 
masih memiliki cela untuk diteliti lebih lanjut. Jika pada riset ini berfokus pada 
landasan ayat, maka landasan lain, seperi hadis, fiqh, dan pendapat ulama masih 
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